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ABSTRAK ‘k 4

Andi Fadhlan (B Il 01 865-1). Penerapan Prinsip Kebenaran
Materiil dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Makassar) (dibimbing oleh H. M. Imran Arief, dan
Kaisaruddin Kamaruddin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip
kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di
Pengadilan Negeri Makassar, serta fakior-faktor yang mempengaruhi
penerapannya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Makassar,. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Penarikan
sampe! dilakukan dengan teknik non probability sampling dengan
metode purposive samoling. Jenis data yang terdin atas data primer
dan dala sekunder yang diperoleh melalul wawancara dianalisis
dengan menggunakan analisis data kualitatif dan data kualitatif yang
kemudian disajikan dalam bentuk deskripfif.

Hasil peneiiian manunjukkan bahwa Putusan Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS belum menerapkan
prinsip kebenaran materiil secara optimal, disebabkan bahwa putusan
pengadilan tersebut baik Terdakwa | dan Terdakwa |l serta Terdakwa
Ill, secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan
cara melakukan pencairan dana tak tersangka yang peruntukannya
untuk bencana alam, bencana social dan biaya tak tersangka/terduga
lainnya kepada sebanyak 35 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Luwu periode 1999-2004, namun Majeli= Hakim Pengadilan Negeri
Makassar hanya memvonis Terdakwa Il dengan vonis 1 tahun
penjara, sedangkan Terdakwa | dan Terdakwa Il di vonis bebas,
padahal tindakan Terdakwa ll melakukan pencairan dana tersebut
berdasarkan surat keputusan Terdakwa | yang ditandatangani juga
oleh Terdakwa |I.

Faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kebenaran
materil dalam penanganan perkara findak pidana, khususnya tindak
pidana Korupsi, dalam Putusan Nomor S80/PID.B./2008/PN.MKS di
Pengadilan Negeri Makassar, sehingga fidak terlaksana dengan baik
adalah faktor ekonomi dan politik/kekuasaan
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Undang-Undang Dasar MNegara Republik
indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara
Indonesia adalah Negara hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan
belaka, sesuai dengan konsep Negara hukum yang diakui dalam
kostitusi negara kita, maka sesuai dengan pandangan Bambang
Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspiatasari (2005:1) yang diilhami oleh
konsep negara hukum dari F. Julias Stall secara tegas menyatakan
bahwa ciri-ciri negara hukum adalah:
1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang.
mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum,
sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak
dipengaruhi oleh kekuasaan belaka atau kekuatan apapun
3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sebagai
konsekuensi pengakuan negara sebagai negara hukum, maka sudah
selayaknya segala persoalan hukum yang dihadapi selalu diselesaikan
berdasarkan aturan hukum yang berlaku, karena apa gunanya sebuah
pengakuan sebagai negara hukum tanpa didasari oleh penghormatan
terhadap aturan-aturan hukum tersebut,

Begitu juga dalam penanganan perkara tindak pidana, balk

itu tindak pidana umum, maupun tindak pidana korupsi, harus selalu

didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada



kekuasaan belaka, hal tersebut sesual dengan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun
dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat
pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan
hahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, teiah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Sesual dengan ketentuan Pasal 6 tersebut di atas secara
tagas menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan
pemidanaan kepada terdakwa di depan sidang pengadilan harus
didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang, sedangkan
yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang
adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:
Keterangan saksi
Keterangan ahli
surat;

Petunjuk;
Keterangan terdakwa.

ol ok e

Selanjutnya mengenal standar pembuktian minimum yang
dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah sesuai dengan

ketentuan Pasal 183 KUHAP yang secara tegas menyatakab bahwa,

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya didukung oleh dua alat bukti yang
sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.



Ketentuan sistem pemh!.lkﬁﬂrl minimum seperti yang penulis
uraikan di atas, maka sistem pembuktian minimum tersebut juga
berlaku dalam penanganan tindak pidana korupsi. Eistérn pﬂmﬁukﬂan
minimum inilah yang penulis jadikan dasar untuk mengungkap
kebenaran materil dalam penanganan tindak pidana, begitu juga dalam
lindak pidana korupsi, karena dalam sistem pembuktian minimum
tersebut secara tegas diakui bahwa hakim tidak boleh sewang-wenang
dalam menjatuhkan putusan, harus betul-betul melihat dan
memperhatikan alat-alat bukti yang terungkap di depan sidang
pengadilan, dan- harus didukung oleh keyakinan hakim, karena
perananan keyakinan hakim dalam hal ini adalah hakim harus melihat
alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim melahirkan
sebuah keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana, dan terdakwalah
pelakunya, tanpa didasari hal tersebut, maka kalau keyakinan hakim
tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka akan
dikhawatirkan akan terjadi kesewanang-wenangan hakim dalam
penjatuhan putusan.

Penerapan kebenaran materil dalam penanganan tindak
pidana baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum,
merupakan masalah yang menjadi pokok persoalan dalam penegakan
hukum di Indonesia selama ini, karena banyak putusan-putusan
pengadilan yang tidak berlandaskan pada prinsip kebenaran materil,

yang dimaksud dengan kebenaran materil adalah hakim dalam



penjatuhan putusan harus betul-betul mengungkap peristiwa tersebut
sebagai sebuah tindak pidana korupsi didasarkan pada alat-alat bukti
yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa pelaku betil-betul
bersalah melakukan tindak pidana.

Penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan
perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi merupakan
harapan dan cita-cita bersama, demi tegaknya hukum dan keadilan,
karena sampai saat ini masih banyak putusan-putusan pengadilan
yang dianggap oleh sebagian besar kalangan tidak mencerminkan
keadilan dan kebenaran, hal inilah yang menjadi sumber lahimya
ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam
penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, oleh
karena itu menurut penulis hendaknya aparat penegak hukum harus
betul-betul menerapkan hukum sebagaimana mestinya, agar dapat
mencerminkan keadilan dan kebenaran.

Hukum yang dipandang efektif, adalah apabila tujuan hukum
dapat tercapai, begitu juga dalam penanganan perkara tindak pidana
korupsi, penanganan tindak pidana korupsi dipandang efektif apabila,
apabila tujuan penanganan tindak pidana korupsi dapat terwujud, yaitu
untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana
korupsi, sehingga dengan adanya penerapan prinsip kebenaran
hukum materil, maka seseorang yang betul-betul melakukan tindak

pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan



perbuatannya, serta kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak
pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan. Banyaknya putusan
pengadilan yang dipan&ang oleh sebagian besar masyarakat, jatih dari
rasa keadilan masyarakat melahirkan tanda tanya bagi banyak
kalangan apakah betul-betul aparat penegak hukum sudah
menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, karena untuk
dapat mewujudkan putusan pengadilan yang adil, baik itu keadilan
prosedural maupun keadilan substansial 5&bag§1mana yang
dikemukakan oleh Satiipto Rahardjo, (2003:15) tenlunya harus
didul;mng oleh penerapan hukum acara yang tepal dan penerapan
hukum pidana materil yang sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa
adanya perpaduan kedua hal tersebut, maka niscaya keadilan hukum
tidak dapat terwujud.

Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi yang pernah
berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum menunjukkan
perubahan yang signifikan, namun sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, maka di tengah kelesuhan penanganan tindak pidana karupsi,
keberadaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata
membawah pengaruh yang cukup signifikan.

Berdasarkan uraian tersébut di atas, maka adapun issue

penelitian dalam skripsi ini adalah banyaknya putusan-putusan



pengadilan, khususnya Pengadilan MNegeri Makassar yang tidak
sepenuhnya didasarkan pada penerapan prinsip kebenaran materil,
sehingga banyak putusan-putusan pengadilan yang tidak diEiukung
oleh masyarakat, bahkan sering terjadi penolakan terhadap putusan
pengadilan tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di
atas, inaka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kebeparan materiil dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi, terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 980/PID.B/2C08/PN.MKS?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan prinsip
kebenaran materiil dalam penanganan perkara tindak pidana
korupsi, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
960/PID.B/2008/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kebenaran materiil dalam
penanganan perkara lindak pidana korupsi, terhadap Pulusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 980/PID.B/2008/PN.MKS.

2. Untuk mengetahul faktor-faktor yang mempengaruhi penerapar

prinsip kebenaran materiil dalam penanganan perkara tindak
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kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana
-korupsi, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
960/P1D.B/2008/PN.MKS.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
pemahaman dan masukan kepada semua pihak aparat penegak
hukum, khususnya Hakim dalam mempertimbangkan dan
menerapkan prinsip kebenaran materil dalam penanganan

perkara tindak pidana korupsi,



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

Sebelum penulis membahas materi atau obyek kajian dalam
penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan memulainya
dengan membahas beberapa pengertian agar diperoleh persamaan
persepsi mengenai materi atau obyek yang akan dibahas, karena dengan
demikian akan memudahkan kita dalam pembahasan selanjulnya.

1. Pengertian Kebenaran Materil

Kebenaran materil dalam (http/www hukumonline.co.id pedoman
pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
dengan penerapan ketentuan hukum acara secara tepat dengan tujuan
untuk mencari siapakah yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dar
pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana
telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kemudian pengertian kebenaran materil menurut Darwan Prinst
(2002;7) adalah hakim dalam penjatuhan putusan harus betul-betul
mengungkap peristiwa pidana tersebut sebagai sebuah tindak pidana,
dimana pengungkapan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang sah
dan memperoleh keyakinan bahwa pelaku betul-betul bersalah melakukan

tindak pidana. Sedangkan menurut Yahya Harahap (2002;18) kebenaran



materil adalah kebenaran yang sebenar-benamya, Artinya hakim dalam
penjatuhan putusan harus betul-betul melihat derajat kesalahan yang
dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan
tindak pidana tersebut, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan
melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum di depan sidang pengadilan.

Kemudian kebenaran materi khusus dalam penangan tindak pidana
korupsi menurut Soeyatno Soenoesoebrata mantan Deputi Kepala BPKP
bidang pengawasan khusus (http/wwwhukumonline co.id, artikel advokat,
konsultan hokum (AHK), prinsip pengembalian asset hasil korupsi),
Tanggal 22 September 2008 menyatakan bahwa dalam rangka
melakukan temuan yang benar harus memperhatikan suatu perhitungan
adanya kerugian negara yang dilak_ukan sesual dengan standart audit
yang benar, yaitu memperhatikan ruang lingkup pemernksaan atau
perhitungan yang tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang diberikan
oleh pihak penyidik atau kejaksaan saja. Auditor harus benar-benar
melakukan perhitungan dan hasilmya harus dikonfirmasikan kepada
auditan. Apabila perhitungan tidak memenuhi kedua standart audit seperti
di atas, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di enclose
kembali.

2. Pengertian Tindak Pidana
Menurut Adami Chazawi, (2002;67) bahwa tindak pidana

berasal dari istila yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yakni



sirafbaar feit, tetapi karena tidak ada penjelasan resmi mengenai
strafbaar feif, maka para ahli hukum pidana berusaha memberikan arti
dan isi dari istilah strafbaar feit tersebut. Seperti penggunaan Histilah
tindak pidana oleh Wirjono Prodjodikoro dan hampir seluruh perumus
undang-undang di indonesi saat ini juga menggunakan istilah tindak
pidana, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terarisme dan
seterusnya, peristiwa pidana oleh R. Tresna, H.J van Schravendifk, ,
Delik yang berasal dari istilah latin yakni, delictum yang juga digunakan
dalam menggambarkan sirafbaar fedt oleh Zainal Abidin, Andi Hamzah
dan E. Utrecht, pelanggaran pidana oleh Tirtaamidiaja, perbuatan yang
boleh dihukum oleh Karni dan Schravendik, perbuatan yang dapat
dihukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan
Peledak, perbuatan pidana oleh Moeljatno.

Berbagai istilah yang dikemukan oleh banyak pakar hukum
pidana tersebut di atas dengan berbagai kekurangan dan
kelebihannya, sebenarnya tindak menjadi persoalan karena hal
tersebul di atas hanya merupakan istilah saja, tetapi maksud dari
steafbogn Tenl, i sendini sudah tidak menjadi persoalan bagi kalangan
pakar hukum pidana, oleh karena itu hal tersebut hanya merupakan

peristilahan yang menjadi cirri khas bagi pakar dalam memberikan

istilah mengenai sfrafbaar feit tersebut.
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Khusus dalam kajian ini penulis lebih suka menggunakan
istilah tindak pidana dalam memberikan istilah terhadap srmfbar‘ar feit,
karena di Indonesia saat ini para perumus undang-undang juga
menggunakan istilah tindak pidana, jadi hal ini juga memudahkan
penulis dalam pengkajian ini.

Strafbaar feit atau tindak pidana menurut Simons (Andi
Hamzah, 1984:88) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana,
yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan
dan dilakulsm oleh oy yang mampu bedanggunggawah, sehingga
Jongkers dan Uirecht menilai rumusan Simons tersebut sebagai
rumusan yang paling lengkap dalam memberkan depenisi terhadap
sirafbaar feit atau tindak pidana.

Berdasarkan pandangan Simons dalam memberikan
pengertian mengenai tindak pidana tersebut di atas, maka rumusan
tersebut meliputi:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
b. Bertentangan dengan hukum;

c. Dilakukan oleh orang y ang bersalah,

d. Orang vyang dipandang bertanggungjawab  atas

perbuatannya.

Selanjutnya rumusan tindak pidana menurut Van Hamel

(Andi Hamzah, 1994,88) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan
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3.

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya menurut Vos tindak pidana
adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan p-arul:ldang-
undangan diberi pidana,

Sedangkan menurut Moeljatno, (1968;3) bahwa strafbaar feil
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan
mana disertai ancaman (sanksi) ‘_y’ﬂll'lg berupa pidana tertentu, bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berbagai pengertian dan istilah strafbaar feit tersebut di atas,
maka pada dasarnya sirafbaar feit atau tindak pldanau_ adalah suatu
kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana
F]ﬂ!l‘h;..lalﬂl"l tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat dikenakan hukuman atau sanksi kepada
subjek hukum tersebut.

Pengertian Korupsi

Dari segi semantik, "korupsi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu
cormupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin
yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti
pecah atau jebol. Istilah "korupsi” juga bisa dinyalakan sebagai sualu
perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena
adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal
sebagal menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan

tanpa ada catatan administrasinya (www.transparansi.or.id).
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Secara hukum pengertian "korupsi® adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan vang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih
banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut
pakar atau lembaga yang kompeten yang akan diketengahkan.
Namun demikian, pengertian “kur.upsi" lebih ditekankan pada
perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat |uas
untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Menurt! Viclor M. Situmorang (1990:1), korupsi secara urmum
dapat dikatakan sebagal perbualan dengan maksud untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau
daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan
keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan
menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.

Kemudian arti kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia dalam Laden Marpaung (2001: 5) memuat pengertian
korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau
perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi alau orang
lain,

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari M. Chalmers
menuraikan arti korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang

menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan
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manipulasi di bidang ekonomi dan yang m_anyanghut bidang
kepentingan umum.

Sementara Theodore M. Smith (Mubyarto, 1980:60) bahwa
secara keseluruhan, korupsi di Indonesia muncul lebih sering
sebagal masalah politik daripada masalah ekonomi. la menyentuh
keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit
terdidik dan pegawai pada umumnya.. Korupsi mengurangi
dukungan pada pemerintah darl kelompok elit di tingkat provinsi dan
kabupaten.

Menurut Mubyarto (1980:61) pendapat Smith tersebut sangat
tepat, dengan alasan sebagian besar para koruptor justru berlindung
dibalik dalih bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya politis. Akan
tetapi jika dikaji lebih mendalam secara lebih rasional memang
korupsi tidak bisa lepas dari masalah politik. Hal ini disebabkan
karena orang-orang yang terlibat dalam kejahatan korupsi, pada
umunya adalah orang-orang politik ataupun orang-orang politik yang
pernah  mempercieh fasilitas tidak wajar ketika memegang
kekuasaan,

Berdasarkan perundang-undangan korupsi yang ada, maka
korupsi itu merupakan perbuatan melawan hukum  untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Masyarakat

perlu mengetahui maksud perbuatan melawan hukum itu, di
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antaranya memanipulasi data sehingga menjadi dokuman-dokumen
fiktif, dan sebagainya. Kemudian dengan perbuatan melawan hukum
itu dapat memperoleh uang dengan merugikan negara. '
Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian

mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 dalam rangka untuk lebih menjamin kepastian hukum,

menghindari keragaman penafsi;an hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, serta
perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Mamun demikian, terdapat perbedaan cara penempatan
ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi di dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-uUndang Nomor 20 tahun 2001.
Cara penempatan ketentuan tentang yang dimaksud tindak
pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1871 terdapat
pada Pasal 1 yang menentukan bahwa: “dihukum, karena tindak
pidana korupsi, ialah... dan -wmmswﬂ.' sehingga apa ynag
dimaksud dengan tindak pidana korupsi hanyalah tindak pidana yang
terdapat pada Pasal 1 WYndang-Undang Nomor 3 Tahun 1971,

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 Jo.
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Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 cara penempatan ketentuan

tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi terdapat dalam

Bab Il, sehingga ketentuan mengenai apa yang dimaksud tindak

pidana korupsi terdapat dalam bab |l yang terdiri atas 13 Pasal,

meliputi: Pasal 2, 3,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 12B, 12C, dan Pasal 13.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa tindak .pidana korupsi adalah rumusan-rumusan
tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian disempurnakan dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Fidana Korupsi,

Karupsl di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri
khas. Cirl tersebut dapat bermacam-macam, beberapa diantaranya
adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan iebih dari satu orang;

2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau
anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi
usaha swasla;

3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi,
salam tempel, uang semir, uang pelancar, balk dalam bentuk
uang tunai atau benda atau pun wanita;

4, Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;
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5  Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang
tidak selalu berupa uang;

6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, t-iasanygl pada
badan publik atau masyarakat umum;

7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;

8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima
pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia
perusahaan tempal seseorang bekerja, mengambil kemisi yang
seharusnya hak perusahaa;'l.

Pengertian Keuvangan Negara

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi
adalah adanya kerugian keuangan negara. Sebelum menentukan
adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi
secara yuridis pengertian keuangan negara. Berbagai peraturan
perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan
tentang pengertian keuangan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Jo, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mendefinisikan
keuangan negara adalah "semua hak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
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maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomaor 1T‘Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pendekatan yang digunakan
dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek,
proses, dan tujuan.

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara
meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter
dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala
sesualu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan millkk negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. Sedangkan dar sisi subyek yang dimaksud
dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana
tersebut di atas yang dimilixi negara, danfatau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah,
dan badan iain yang ada Haitianny:a dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh
rangkaian kegialan yang berkailan dengan pengelolaan obyek
sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.
Sementara darl sisi tjuan, keuangan negara meliputi seluruh

kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
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pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selanjutnya dalam Pasal 2 ditegaskan:

Keuangan Megara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1, meliputi :

a Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b, Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak

ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;,

Kekayaan negaralkekayaan daerah yang dikelola sendin alau

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan vyang dipisehkan pada perusahaan negara/
perusahaan daerah,

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau
kepentingan umum,

i. - Kekayaan pihak lain yang dipercleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah,

© ~0ao

Menurut Subagio (1991:12) bahwa yang dimaksud dengan
keuangan negara dalam undang-undang ini adalah segala kekayaan

negara dalam bentuk apapun juga baik terpisah maupun tidak.

Pengertian Kerugian Negara

Berdasarkan Pasal 1 ayal 22 Undang-Undang Nomeor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan MNegara Jo. Pasal 1 angka 15
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Negara/Daerah

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan
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pasti jumiahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditemukan unsur-
unsur kerugian negara sebagai berikut:

- Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara
berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlah dan atau
nilai yang seharusnya.

- Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan
.pﬂsti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut
benar-benar 1elah terjadi dengan jumiah kerugian yang secara
pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian
negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa
potensi terjadinya kerugian,

- Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik
sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat
dibuktikan secara cermat dan tepat.

FPasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tersebut di atas menganut konsep kerugian negara dalam arti delik
materil yailu suatu perbuatan atau lindakan dapat dikatakan
merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian
negara yang benar-benar nyata. Sedangkan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut kerugian negara

dalam konsep formil, dimana dalam rumusannya ditentukan bahwa
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

Sebelum penulis membahas materi atau obyek Kkajian dalam
penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan memulainya
dengan membahas beberapa pengertian agar dipercleh persamaan
persepsi mengenal materi atau obyek yang akan dibahas, karena dengan
demikian akan memudahkan kita dalam pembahasan selanjutnya.

1. Pengertian Kebenaran Materil

Kebenaran materil dalam (http/www. hukumonline.co.id pedoman
pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dar suatu perkara pidana
dengan penerapan ketentuan hukum acara secara lepat dengan tujuan
untuk mencari siapakah yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari

pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana



" .dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara’, Hal

tersebut kemudian diperjelas dalam penjelasan pasal tersebut bahwa

bahwa kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atau
perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup
dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan
dan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengklasifikasian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Darwan Prinst (12:2002), dalam praktiknya kita
mengenal dua bentuk jenis korupsi:

- Administratif coruption, yakni bahwa segala sesuatu yang
dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang
berlaku, akan tetapi individi-individu tertentu memperkaya
dirinya sindiri,

- Againts the rule coruption, yakni bahwa korupsi yang
dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum,
misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk
memperkaya diri sendirl atau orang lain atau suatu korporasi
(Darwan Prints, 2002: 10-11).

Apabila suatu perbuatan belum ditetapkan secara tertulis
sebagai perbuatan yang dilarang, maka terhadap perbuatan tersebut
tidak dapat dikenakan sanksi. Artinya bahwa untuk menghukum
suatu perbuatan, maka harus terlebih dahulu ditetapkan dalam suatu
perturan tertulic, termasuk juga dalam hal perkara tindak pidana
korupsi. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai
perbuatan korup apabila perbuatan tersebut lelah ditetapkan sebagai

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan
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perundang-undangan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan
asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008: 20-

21) bahwa korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis

tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara

terperinci mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak
pidana korupsi, yakni:

- Korupsi yang terkait dengan kerugian Keuangan negara yang
diatur dalam F'a:sall 2 (secara melawan hukum unfuk
memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara), dan
Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan
prasarana untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan negara),

- Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yang diatur dalam
Pasal 5 ayat 1 (menyuap pegawai negeri), Pasal 5 ayat 2 dan
Pasal 12 huruf a dan b (pegawai negeri menerima suap), Pasal
6 ayal 1 huruf a {(menyuap hakim), Pasal 8 ayat 1 huruf b
(menyuap advokat), Pasal 6 ayat 2 (hakim dan advokat
menerima suap), Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah
yang berhubungan dengan jabatannya), Pasal 12 huruf ¢ (hakim

menerima suap), Pasal 12 huruf d (advckat menerima suap),
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Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena
jabatannya);

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabataﬁ. yang
diatur dalam Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau
membiarkan penggelapan), Pasal 9 (pegawal negeri
memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi), Pasal 10
huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti), Pasal 10 huruf b
(pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti),
Pasal 10 huruf ¢ (pegawai neger membantu orang [gin
merusakkan bukti);

Korupsi vang terkait dengan perbuatan pemerasan, yang diatur
dalam Pasal 12 huruf e dan g (pegawal negeri memeras}, Pasal
12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain);

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yang diatur
dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a (pemborong berbuat curang),
Pasal 7 ayat 1 huruf b (pengawas proyek membiarkan
perbuatan curang), Pasal 7 ayat 1 huruf ¢ (rekanan TNI/Polri
berbuat curang), Pasal 7 ayat 1 huruf d {pengawas rekanan
TNIfPolri membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat 2
(penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), dan
Palsat 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara

sehingga merugikan orang lair};
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Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam
pengadaan, yang diatur dalam pasal 12 huruf | (pegawal negen
turut serta dalam pengadaan yang diurusnya); )
Gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12B Jo, Pasal 12 C
(pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.

Selain itu, masih ada tindak pidana lain yang berkailan dengan

tindak pidana korupsi, yaitu:

Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, yang diatur
dalam Pasal 21;

Tersangka tlidak memberikan keterangan atau memben
keterangan yang tidak benar/palsu mengenai kekayaannya,

yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 28;

 Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka,

yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 29,

Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau member|
keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 15;
Crang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau membern keterangan palsu, Pasal 22 Jo. Pasal
36,

Saksi yang membuka identitas pelapor, yang diatur dalam Pasal
Pasal 24 Jo. Pasal 31,

Secara umum dapat dikatakan bahwa tindakan yang tergolong

tindak pidana korupsi meliputi;
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b)

d)

e}

Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan
dengan melawan hukum, yang secara langsung atau tidak, dapat
merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau diketahui
atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut
merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu
badan, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana
karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak
langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri
dengan maksud membujuk, supaya la berbuat atau rnengalpakan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Memberi hadiah kepada secrang pegawai negeri karena suatu
sebab atau hubungan dengannya membuat atau mengalpakan
sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan
kewajibannya.

Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud
mempengaruhi suatu keputusan hukum.

Memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurul
peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk
menghadiri pengaduan dengan maksud mempengaruhi nasihat
atau pendapat mengenai perkara yang diserahkan pada

pertimbangannya.
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g)

h)

)

k)

1)

Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan
bangunan pada waktu menyerahkan perbuatan itu atau pada
wakiu menyerahkan bahan-bahan bangunan meldkukan
penipuan yang dapat membahayakan keselamatan corang atau
barang atau bagi keselamatan negara semasa perang.

Dengan hukuman yang sama, barang siapa diwajibkan
mengawasi pekenaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan
itu, dengan sengaja membiarkan penipuan tadi.

Menipu ketika menyerahkan keperluan TNI/Folr, yang dapat
membahayakan keselamatan negara sewakiu perang.
Barangsiapa diwajibkan mengawasi penyerahan barang, dengan
sengaja membiarkan penipuan tersebut.

Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk
seterusnya atau untuk sementara wakilu menjalankan suatu
pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau
surat yang berharga, yang disimpan karena jabatannya, atau
dengan sengaja membiarkannya diambil atau digelapkan orang
iain atau menolongnya melakukan hal itu.

Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya
atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang
dengan sengaja, dengan palsu membuat atau memalsukan buku

atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi.
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m) Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya

p)

atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yaitu
dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan
atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang
diperuntukkan sebagai tanda bukti atau keterangan bagi
kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau
daflar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan
orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang atau surat itu
alau menolong orang lain sebagal pembaniu dalam hal itu.
Pegawai neger yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia
tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan
atau dijanjikan berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena
jabatannya, atau yang menghadiahkan atau berjanji mempunyai
hubungan dengan jabatan itu.

Pegawai negerl yang menerima pemberian atau perjanjian,
sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian diberikan
kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya
melakukan atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan
kewajibannya.

Pegawai negeri yang menerima pemberian sedang diketahuinya,

pemberian diberikan kepadanya karena atau berhubungan
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dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatan
yang berlawanan dengan kewajibannya.

q) Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, éﬁdang
diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan
kepadanya untuk mempengaruhi putusan suatu perkara yang
diserankan pada pertimbangannya.

r} Barangsiapa menurut peraturan undang-undang ditunjuk sebagai
pembicara atau penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan
yang menerima atau perjanjian itu diberikan kepadanya uniuk
mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara
yang harus diputuskan oleh pengadilan.

s) Jika pemberian atau perjanjian diterima dengan keinsyafan,
bahwa pemberian atau perjanjian diberikan kepadanya supaya
mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana.

f) Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya
atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan
sewenang-wenang dengan Kekuasaannya, supaya memberikan
sesuatu, meiakukan sesuatu, melakukan pembayaran, memotong
sebarnian dalam membayar, atau mengerjakan sesuatu.

u) Karena permintaan memaksa pegawai negeri yang pada wakiu
menjalankan jabatannya, menagih, atau menerima sesuatu atau
menahan diri dalam sesuatu pembayaran, seolah-olah harus

dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri
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w)

y)

z)

lain atau kepada kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang
itu bukan termasuk utang crang.

Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya
menagih atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan orang
atau pemberian barang sedang diketahuinya, bahwa sekalian itu
bukan termasuk hal yang diharuskan dengan sah.

Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya,
seolah-olah menurut peraturan tentang tanah pemerintah, yang
dikuasai dengan hak bumiputera memakai tanah itu, dengan
merugikan orang yang berhak, sedang diektahuinya, bahwa
dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan,

Pegawai negeri yang dengan sengaja, baik langsung maupun
tidak, turut campur dalam pemborongan dalam mengadakan
barang (perpachtingen) sedang ia diwajibkan sama sekali atau
sebagian mengurus atau mengawasi pada waktu hal-hal tersebut
dikerjakan.

Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang Yyang melekat pada
jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi dianggap
melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam wakiu yang

sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang



diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal, tidak

melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

5

C. Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan
dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian
ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat
bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuklikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, lerdakwa dibebaskan
dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapal dibuktikan
dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP,
terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman.
Dleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan
mempertimbangkan nilai pembuktian atau bewijs kracht dari setiap alat
bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap, (2000:252),
merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang tata cara yang dibenarkan dalam undang-undang
membuktikan kesalahan yang akan dibuktikan kepada terdakwa.
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti
yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan
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tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan
terdakwa.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana menurut M.
Yahya Harahap, (2000:253), adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha
mencari dan memperahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut
umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada

" ketentuan lata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan
dalam undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan
caranya sendiri  dalam menilai pembuktian. Dalam
mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang. terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan
sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah
digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus
benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan
kekuatan pembuktian yang ditentukan selama pemeriksaan
persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran
yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan,
kehenaran ilu harms divjii dengan  alal-alal bukti yang sah
berdasarkan Pasal 184 KUHAF, dengan cara dan kekuatan
pembuktian  yang melekat pada setiap alat bukti yang

ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat
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dilepas, dan orang yang baik atau fidak bersalah mendapat

ganjaran hukuman.

b. Majelis hakim dalam menlcaﬂ dan meletakkan kebenaran yang
akan dijatubkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat
vang lelah ditentukan undang-undang secara [imitati
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP,

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan
pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam
batas-batas yang dibenarkan dalam undang-undang, agar dalam
mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim
terhindar darl pengorbanan kebenaran. Jangan sampal kebenaran
yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan
penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistern pembuktian.
Tidak berbau dan diwamai oleh perasaan dan pendapat subjektif
hakim.

Di samping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana
sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa
pedoman dan penggarisan, adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi
wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya mempunyai hak

untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum,
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' sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang,
berupa sangkalan, atau bantahan yang beralasan, dengan saksi
a decharge maupun dengan alibi. )
Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan
tindak pidana lain yang harus dijstuhkan kepada terdakwa.
Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan
dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan
pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti.
Berarli apa yang didakwakan pada dakwaan primair hidak sesual
dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti fungsi
pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang
dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dan
dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar
dakwaan tindak pidana yang telah terbukli.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Andi Hamzah,

(1991:10), bahwa dalam tindak pidana korupsi, juga menggunakan

sistemm pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistemn pembuktian

menurut undang-undang secara negatif, tetapi khusus untuk lindak

pidana korupsi sistom pembuktian dalam KUHAP ditambah dengan

sistemn pembuktian terbalik, untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan

gisten pembuktian yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi,

adalah sebagal berikut:

a. Bahan Untuk Membentuk Alat Bukti Petunjuk.
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Memang I_:-erdasarkan ketentuan Pasal 26 sebagian besar
hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana
hukum pembuktian dalam KUHAP. Hanya ketentuan hal pembuktian
bidang tertentu sebagaimana di dalam hukum korupsi dalam UU no.
20 Tahun 2001 yang tidak memberlakukan pembuktian dalam KUHAP.
Walaupun segi khusus hukum pembuktian tindak pidana konupsi tidak
sangat dominan, kekhususannya ini sebagian adalah sesuatu yang
sama sekali baru dalam hukum pembuktian. Segi kekhususannya
hukum pembuktian ini, terutama;

1. Tentang bahan-bahan yang dapat dipergunakan hakim
dalam membentuk alat bukti petunjuk sebagaimana yang
diuraikan di atas;

2. Tentang sistem pembuktian, khususnya  sistem
pembebanan pembuktian.

Dasar sistem pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat
dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu lindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
bersalah melakukannya. Dalam doktirn, sistem ini dinamakan dengan
sistemn undang-undang secara terbatas (negalive weftelijk).
Pembuktian korupsi tetap memperhatikan pasal 183 KUHAP, kecuali

dalam hal pembuktian terbalik, ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti
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digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak
pidana dan bersalahnya terdakwa, jadi kebalikannya. Sistem
pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP adalah ketentuan dasar dalam
hukum pembuktian, dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua
tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam sistem pembuktian
khusus. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pembuktian dibentuk
untuk satu-satunya tujuan adalah menarik kesimpulan tentang terbukli
ataukah tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang
didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan vonis, Pasal
183 KUHAP adalah menentukan syaral mutlak yang harus dipenuhi
untuk menetapkan (kesimpulan} ‘tentang keyakinan terbuklinya
kesalahan terdakwa yang sei:aligua merupakan syarat untuk
menjatuhkan melakukan pidana.

Seluruh kegiatan pembuktian akan dan pasti berujung
pengujiaannya pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Perbedaan dengan
sistem pembuktian di dalam hukum korupsi, selain sistem beban
pembuktian, antara lain juga mengenai bahan yang boleh digunakan
untuk membentuk alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 26A Undang-
Undang Nemaor 20 Tahun 2001 lentang Pemberantasan Tindak Pidana
korupsi, bahwa alat bukli yang sah dalam bentuk petunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus

untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
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1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan,
dikirim, diterima ataupun disimpan secara eletronik dengan
alat optik atau yang serupa dengan itu;dan 1

2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang
dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain
kertas, maupun yang terekam secara eletronik, yang berupa
lulisan, sunrn, gambar atau perforasi yang memiliki makna,

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk
alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A seperti yang tersebut di atas,
maka hal itu mempunyai kedudukan yang sama dengan 3 alat bukti
yang ditunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) KURAP.

Secara formal tentu tidak diragukan lagi bahwa informasi dan
dokumen yang dimaksud dalam Pasal 26A adalah sebagai alat bukti
yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti yang
disebutkan dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP.

b. Sistern Pembuktian Terbalik

Delik korupsi dilakukan dengan berbagai modus operandi
penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang
semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara kerupsi
lolos dari jaringan pembuktian KUHAP. Karena itu pembuktian khusus

tindak pidana korupsi, dengan cara menerapkan pembuktian terbalik.
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Tetapi menurut Martiman Prodjohamidjojo  (2001:107), hath:/ .
permbuktian terbalik yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi
bukan merupakan pembuktian terbalik secara mumi, tetapi ‘masih
menggunakan sisem pembuktian terbalikk secara terbatas atau
berimbang, karena di dalam sistemn pembuktian terbalik yang terbatas
atau berimbang terdakwa mempunyal hak untuk membuktikan, bahwa
ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya
atau suami, anak dan harta benda sefiap orang atau korporasi yang
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan
penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikandakwaannya.

Kata-kata bersifat terbatas. dalam uraian di atas, dalam Pasal
37A ayat (3), bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan daliinya
bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak
I::-ara-rti bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena
penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan
dakwaannya. Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut juga diperkuat
dalam Pasal 37 dan Pasal 37A, yang pada intinya adalah sebagai
berikut:

1. Terdakwa mempunyal hak untuk membuktikan bahwa ia

tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2  Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak

bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka
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keterangan tersebut dijadikan dasar ole pengadilan untuk

menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti;

f"‘

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak,
dan harta benda setfiap orang atau korporasi yang diduga
mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan,
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau
sumber penambahan kekayaannya, maka kelerangan
tersebut dapat digunakan untuk memperkual alat bukl
yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak
pidana korupsi;
Dalam keadaan seperti yang tersebul di atas, penuntut umum
tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
D. Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pada dasamya alat bukti dalam tindak pidana korupsi, tidaklah
jauh berbeda dengan alat bukti sebagaimana yang diuraikan dalam
Pasal 184 KUHAP, seperli yang diuraikan di atas, namun khusus
dalam Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengembangan alat
bukti khusus alat bukti petunjuk. Dimana dalam KUHAP alat bukti
petunjuk hanya bisa ditemukan apabila ada persesuaian mengenai

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat. Sedangkan
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dalam undang-undang tersebut pada Pasal 26A menguraikan
mengenai alat bukti petunjuk, bahwa terdapat pengembangan
mengenal alat bukti petunjuk. Karena alat bukli petunjukﬁselam
diperoleh dari ketiga hal tang tersebut di atas, juga dapat diperoleh
melalui alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,
diterima ataupun disimpan secara eletronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau
informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain
kertas, maupun yang terekam secara eletronik yang berupa tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau
perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan - perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti
petunjuk yang sah seperti yang diuraikan di atas, dirumuskan bahwa
mengenai petunjuk selain diperoleh dari keterangan saksi, surat,
keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti yang berupa
informasl yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara
eletronik (electronic data interchange), sural eletronik  {e-mail),
lelegram, leleks, dan faksimili, dan dan dokumen, yakni setiap
rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain

kertas, maupun yang terekam secara eletronik, yang berupa tulisan,
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suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau
perforasi yang memiliki makna,

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengenai sumber alat bukti
petunjuk sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 26A Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, kalau diperhatikan jumlah alat bukti yang tertea dalam
KUHAP sebenarnya tidak ada perubahan, karena Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001 juga memakai alat bukli sebagaimana yang
diuraikan dalam Ié'asal 184 ayat (1) KUHAP.

Perolehan alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain
alat bukti keterangan saksi, bukii surat dan keterangan terdakwa, juga
ditambah dengan informasi dan dokumentasi, jadi walaupun alat bukti
seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tidak
saling bersesuaian, tetapi antara informasi dan dokumentasi dengan
keterangan saksi misalnya ada persesuaian, maka hal itu juga dapat
melahirkan alat bukt p&'lejuH._

Pengembangan alal bukti petunjuk dalam pembuktian findak
pidana korupsi, diadakan karena masalah pembuktian lindak pidana
korupsi, tidak semudah dengan pembuktian dalam tindak pidana

secara umum (KUHP).
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E. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk
diberantas. Setuju atau tidak, kerupsi skan tumbuh subur di sekitar kita
karena memang sudah menjadi bagian dari hidup manusia.

Harus diakui bahwa hukum yang ada seolah-olah tidak berhasil
memberantas tindak pidana korupsi. Tidak terbendungnya korupsi bukan
hanya karena peraturan hukumnya yang lemah akan tetapi juga
tergantung dari sikap aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang tegas
dalam menerapkan hukum, sehingga banyak kasus korupsi di masa lalu
yang hilang tak tentu rimbanya.

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi memang bukaniah hal
mudah untuk dapat ditanggulangi, karena itu diharapkan adanya
partisipasi semua pihak dan masyarakat, disertai sikap mental, tekad dan
semangat, ketaatan serta disiplin dari para penyelenggara negara untuk
ikut serta menaggulangi masalah korupsi dan ikut aktif meniadakan atau
mengurangi gejala yang dapat berakibat kerugian negara yang pada
akhirnya merugikan masyarakat banyak.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang ldak terkendali akan
membawa bencana, tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi
juga kehidupan berbangsa dan bemegara pada umumnya, oleh karena itu
undang-undang harus difungsikan sebagai salah satu alat kontrol sosial

(social control) di dalam masyarakat.
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Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial,
maka hukum harus difungsikan untuk menetapkan tingkah faku mana
yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukurﬁ, dan
apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi
penyimpangan tersebut (Ronny H. Soemitro, 1984:134),

Walaupun telah dibentuk Komisi pemberantasan tindak Pidana
Korupsi dengan Undang-Undang Nomaor 30 tahun 2002 yang mempunyai
kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun
dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mempunyal
kewenangan untuk melakukan koordinasi  supervisi, termasuk
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, namun demikian penanganan
tindak pidana korupsi masih berjalan lamban.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya
kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini baik
berdasarkan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1971 maupun berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomer 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan

kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau
diganti oleh pelaku korupsi,

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan
melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen

perdata. Instrumen nidana dilakikan oleh penyidik dentan menyita harta



benda milk pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar
dirampas oleh Hakim. Sedangkan Instrumen perdata dilakukan melalui
gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang
dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau
ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia).

Peraturan tersebut di atas, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terfihat jelas bahwa
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya mengandalkan semata-
mata kepada upaya penerapan sanksi fisik bagi pelaku, telapi juga
menyangkul upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara yang
telah dikorupsi oleh para pelakunya.

Singgih (Sumarwani, 1988:2) bahwa sejak lama pemerintah dan
rakyat Indonesia menyadari bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi
tidak mungkin dapat berhasil sepenuhnya dengan hanya mengandalkan
semata-mata kepada upaya penerapan sanksi pidana berat terhadap
pelaku tindak pidana korupsi, karena banyak hal-hal lain yang perlu
dipertimbangkan dan diperhitungkan secara lebih matang, terutama yang
menyangkut penyelamatan dan pemulihan keuangan negara yang telah
dikorupsi oleh para pelakunya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipio Rahardjo bahwa sudah
waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai

keadaan darurat. Karena keadaan darurat, cara bertindak darurat dan
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dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat
darural (Achmad Ali, 2001:18).

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi merupakan salah satu
aspek dari politik kriminal (criminal policy). Politik kriminal merupakan
bagian dari politk penegakan hukum dalam arti luas (faw inforcement
policy), yang mencakup penegakan hukum pidana, perdata, dan hukum
administrasi negara. Semua itu merupakan bagian dari politk sosial
(social policy), yailu upaya masyarakat atau negara untuk meningkatkan
kesejahteraan warganya.

Menurut para ahli bahwa kelemahan stralegi pemberantasan
korupsi selama ini disebabkan karena hanya berfokus pada perubahan
(reform) atau pembentukan aspek terientu saja. Padahal seharusnya
menurut Barda Nawawi Aref (2007:66), strategi pemberantasan korupsi
harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif-integral, yakni:

Memperhatikan berbagai langkah kebijakan penanggulangan

korupsi, terkesan strategi kebijakan lebih berfokus pada upaya

melakukan “pembaharuan undang-undang (law reform)”. Upaya
melakukan pembaharuan undang-undang memang merupakan
langkah yang sepatutnya dilakukan, namun di dalam berbagai
forum saya sering menyatakan bahwa karena masalah korupsi
sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogianya
ditempuh melalui pendekatan integral. Tidak hanya melakukan faw
reform, letapi juga seyogianya disertai dengan social reform,

veonomic relonm, polifial reformn, cullur reform, moral reform, ond
administrative reform.

Melihat begitu banyaknya aturan-aturan maupun pembentukan tim
dalam upaya memberanias korupsi, Robert Klitgaard (2001:25)

menyatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus meninggalkan



refleks membuat aturan-aturan baru, membuat prosedur baru, dan
membentuk unit-unit pengawas baru setiap kali muncul masalah korupsi.

Apa yang dinyatakan Robert Klitgaard tersebut adalah sesuai
dengan fenomena yang terjadi di negeri ini, dimana setiap kali pergantian
rezim berkuasa selalu ditandali dengan keseriusan membuat dan
mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
memperbanyak lembaga pengawasan atau komisi anti korupsi, meskipun
diketahui hasiinya tidak akan efektif dan efisien,

Pendapat senada dikemukakan Andi Zainal Abidin Farid (Jurnal
Clavia, 2000:80) dalam kaitan dengan strategi pemberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa cara terbaik untuk
memberantas korupsi di lﬂdﬂf‘lﬂﬁiﬂ- adalah diperlukan revolusi sistem,
revolusi nilal, revolusi sosial, revolusi paradigma serta budaya politik guna
menimbulkan kesadaran bersama di kalangan rakyat dan aparat untuk
bangkit melakukan gerakan anti korupsi.

Oleh karena selama ini pendekatannya masih bersifat parsial dan
sektoral, tentu saja tidak pernah menyentuh akar masalah, karena
pemerintah hanya terfokus dan terjebak melakukan strategic legal reform
dan struktur legal reform, yaitu membentuk lembaga atau undang-undang
sebanyak mungkin, tetapi yang terjadi bukan menyelesaikan masalah
sebaliknya justru menimbulkan masalah baru, yang dalam kenyataannya

menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang dan lembaga baru
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tersebut justru cenderung menjadi sarana baru terjadinya praktek tindak
pidana korupsi (Surya Jaya, 2005:2),

Mencabut akar korupsi yang sudah berakar/membudaya dan
menjadi extra ordinary -:':r:i'me,lmemang sangat sulit apabila dilakukan
dengan cara biasa (normal). Cara yang paling efektii adalah melaui
proses revolusi paradigma, yaitu revolusi berdasarkan kaidah-kaidah
moral dan keilmuan, berupa pergeseran idea (reorientasi) dari konsep
lama menuju konsep idea tertentu yang berusaha menampilkan adanya
pergeseran baru yang dilakukan secara spektakuler terhadap idea
sebelumnya atas fenomena yanﬁ sama. Dengan demikian ada keinginan
kuat untuk melakukan perubahan secara radikal terhadap sistem yang
beraku terutama memperbaiki legal thouht atau pola pikir, persepsi,
asumsi, sikap dan perilaku/ftindakan maupun kultur,

Jadi dengan demikian Menurut Surya Jaya (2005:3), untuk
menyelesaikan akar masalah pemberantasan korupsi sesungguhnya
bukan hanya terletak pada dua aspek tertentu, melainkan juga terletak
pada manusia/pelaksananya, moralnya, sumber daya manusia
(professionalisme dan paradigma baru) sistemnya, polilical will dan
political action pemerintah

Seorang ahli hukum Belanda bernama Taverne mengungkapkan
suatu adegium berkaitan dengan problematika antara faktor
sistem/undang-undang dengan manusia pelaksana undang-undang,

bahwa idealnya adalah sistem (undang-undang) yang baik dan pelaksana



yang baik, Akan tetapi sekiranya kita diperhadapkan pada suatu pll

antara memilih sistem {undang-undaﬁg] yang baik tetapi pelaksana yang -

kurang baik, maka akan dipilih sistem (undang-undang) yang kurarig baik -

fetapi manusia pelaksana yang sangat baik,

Hal ini sejalan dengan pendapat A. Zainal Abidin Farid (Jurnal
Clavia, 2000:91) bahwa sebaik apapun undang-undang di negara
Indonesia, aparat penegak hukum tidak akan bisa menegakkan hukum
yang berkeadilan (justice law enforcement) sebab bukan undang-
undangnya atau lembaganya yang hermasalah, akan tetapi manusia
pelaksananya.

Menurut S. Juniadi (1995:65) bahwa pemberantasan korupsi
merupakan tindakan yang berhubungan dengan moral si pelaku. Karena
itu, pendekatan yang berkaitan dengan mental dan moral mielalui
pendidikan agama dan budi pekerti yang luhur periu lebin ditingkatkan dan
ditanamkan, karena lemahnya mental atau moral seseorang akan lebih
memudahkan tergiur pada perbuatan yang menjurus korupsi.

Demikian pula halnya menurut Husein Alatas (1986 23) bahwa
perbaikan moralitas (morality reform) adalah kekuatan terpenting melawan
korupsi, yang harus mendapat prioritas utama sebelum membenahi
masalah-masalah |ainnya.

Sementara menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984:124) bahwa
pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan menekankan aspek

budaya. Dalah hal ini perlu adanya penguatan budaya dengan jalan
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memobilisasi nilai budaya tradisional bersinergi dengan sistem hukum
yang berlaku.

Berdasarkan konsepsi pemikiran dan kendala-kendala 'dalam
mengungkap kejahatan korupsi, maka usaha penanggulangan harus
dilakukan secara integratif antara kebijakan penal (menggunakan sarana
hukum pidana) dengan kebijakan nonpenal (sarana selain hukum pidana)
(Barda Nawawi Arief, 2007: 128).

Penanggulangan dengan sarana nonpenal mencakup bidang yang
sangal luas di seluruh seklor kebijakan sosial. Tujuan utama dari
penanggulangan ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertenlu,
namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh pre-emtf dan
pieventif terhadap korupsi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Surya Jaya dalam tulisannya yang
berjudul "Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi melalui
Political Action Reform”, bahwa dalam teori kriminologi ada empat cara
menanggulangi kejahatan, demikian pula halnya dalam pemberantasan

korupsi, adapun empat metode pendekatan yang dimaksud yaitu .

a) Tindakan pre-emtif, yakni perilaku korup dapat dicegah sedini mungkin
dengan jalan melakukan ﬁnsia.&sasi, panyuluhan, penalaran disekolah,
kantor dan kepada seluruh komponen bangsa dimanapun berada
tentang bahaya laten korupsi, tujuannya adalah untuk mendorong
lahirmya sikap resistensi. Melalui cara ini, doktrin atau suntikan anti

korupsi ditanamkan untuk menoclak sikap permisif masyarakat dan



b)

c)

anggapan korupsi sebagai bentuk kerjasama yang bersifat simbiosis

mutualis;

Tindakan preventif, disebut juga sebagal pendekatan causatif artinya
mencari sebab mengapa penegakan hukum berbau Kkorupsi dan
kemudian mengobati : perilaku horupsi dicegah dengan jalan menutup
semua peluang atau kesempatan yang berada dalam lingkup
kewenangan atau kekuasaannya melalui bentuk pengawasan,
transparansi, akuntabulitas, kedua cara tersebut dimaksudkan sebagai

cara yang bersifal premitum remidium;

Tindakan represif atau disebut juga pendekatan simtomik yang
mengajarkan bahwa semua pelaku lindak pidana korupsi harus
dilakukan proses hukum tanpa kecuall : apabila terjadi tindak pidana
korupsi dilakukan tindakan penahanan, penangkapan, atau penyitaan
dan memberikan hukuman berat untuk melahirkan preseden, tindakan
seperti ini oleh Jeremy Pope diberikan dalam bentuk “big stick”

memberi hukuman dan sekaligus berfungsi prevensi umum dan

khusus;

d) Tindakan kuratif, yakni melakukan pembinaan dan kehabilitasi moral

para pelaku tindak pidana korupsi setelah dan sesudah rmenjalani

proses hukuman. Kedua pendekatan ini harus berjalan paralel dan

simultan.
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John Braithwaite (Barda Mawawi Arief, 2007 : 133), mengusulkan
ancaman publisitas, yakni metode menghukum secara kolektif orang-
orang yang berperifaku menyimpang (collective’s wrong doing). Metode ini
dinamakan hesfer prynne sanction, yakni mengganjar orang yang
melakukan korupsi dengan memanfaatkan efek negatif yang dihasilkan
oleh pemberitaan yang intens tentang perilaku menyimpang, yang
diasumsikan memiliki jiwa bersama (group mind) akan merasa malu dan
kehilangan harga diri.

Jadi dalam hal ini harus diciptakan mekanisme penghukuman
berupa penciptaan rasa malu kolektif bagi mereka yang melakukan
penyimpangan, yakni dengan menanamkan pengertian bahwa perbuatan
korupsi adalah perbuatan paling jahat dan berbahaya, yang merupakan
sumber dari segala permasalahan yang mencuat dalam segala bidang.
Apabila seseorang sudah memahami apalagi merasakan akibat buruk dari
perbuatan korupsi, maka skan timbul kecenderungan berkurangnya
perbuatan korupsi,

Selanjutnya Andrianus Eliasta Meliala (Korespondensi, 9 Mei 2006)
memaparkan bahwa sesuai dengan pendapat Charles E. Lindblom,
keasyikan lurokrasi bermain  polilik, pada suatu litk lerentu akan
menghasilkan borokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Koreksi
terhadap paradigma birokrasi modern weber yang hirarkis disarankan
untuk berubah menjadi birokrasi yang memperhatikan partisipasi, kerja tim

dan control rekan kerja (peer group) bukan lagi dominasi atau kontrol
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atasan, akan menjadi salah satu penangkal korupsi yang harus
digunakan.

Lebih lanjut Andrianus bahwa salah satu faktor heg:agalan
pemberantasan korupsi adalah karena adanya fasilitas atau peluang yang
diberikan oleh lingkungan terhadap individu sehingga dengan mudah
melakukan korupsi. Karena itu, salah satu cara memberantas korupsi
adalah dengan menutup peluang ataupun kesempatan yang diberikan
tersebut. Langkah vyang dapat dilakukan antara lain dengan
memberlakukan Stafutory Elac.raraﬁc::n (SD), yakni sebuah system atau
perangkatl hukum yang mewajibkan setiap pejabat negara atau pegawai
negeri melaporkan harta kekayaannya baik yang atas nama sendin,
maupun yang dimiliki atas nama kerabat dan keluarganya sepanjang
perolehannya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari harta
kekayaan pegawai negeri atau pejabat negara yang bersangkutan.

Selain itu, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi juga
dilakukan dengan sarana penal berupa tindakan represif setelah terjadi
tindak pidana dengan menjatuhkan hukuman sebagai bentuk penegakan
hukumn (faw enforcement). Sehubungan dengan hal tersebut, Barda
Nawawi Aref (2007 138) mengemukakan dua masalah sentral dalam
kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, yaitu:

1. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana, yakni dengan
melakukan proses kriminalisasi terhadap perbuatan koruptor yang

merugikan  pihak-pihak lain. Meskipun sebenarnya upaya
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kriminalisasi tersebut terhadap perilaku korupsi dapat dilihat pada
Kebijakan legislasi yang telah dibuat oleh pemerintah,

2. Sanksi Pidana terhadap korupsi, yakni dengan Pemberian sanksi
terhadap pelaku korupsi agar tidak melakukan tindak pidana lagi atau
juga mencegah orang lain untuk melakukan korupsi.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana
merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia [tu sendiri.

Ada pula yang menyebutnya sebagai older philosophy of crime control.

Menurut Remmelink (A. Hamzah, 2005: 30} “Hukum pidana bukan
tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum,
melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian
besar sangat tergantung pada paksaan.”

Herbert Remmelink (A. Hamzah, 2005: 20): juga mengatakan:
Sanksi pidana sangatiah diperlukan, kita tidak dapat hidup
sekarang, maupun masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi
pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita
miliki untuk mengahadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta
untuk mengahadapi ancaman-ancaman dan bahaya. sanksi pidana
suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan
suaty ketika merupakan pengancam yang utama dari kebeabasan
manusia. la merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat
cermat, dan secara manusia ia merupakan pengancam, apabila
digunakan secara paksa.

Raobert Klitgaard (Surya Jaya, 2005: 8) bahwa salah satu strategi
pemberantasan korupsi, adalah menyeret koruptor kelas kakap ke
pengadilan, pertama-tama perlu  dilakukan untuk  membangun

kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam

52



memberantas korupsi sekaligus mengisyaratkan kepada aktor korupsi
bahwa i:eadaan telah berubah u:tan tidak ada lagi seorangpun yang kebal
hukurm. ‘

Pelajaran terbaik pemberantasan korupsi telah dipraktekkan
pemerintah cina, ketika presiden terpilih dalam pidato perdananya
menyatakan komitmen moralnya untuk memberantas korupsi dengan
jalan menyediakan 1000 peti mati bagl para koruptor, dan satu peti mati
dipersiapkan untuk dirinya sendiri, Pernyataan tersebut menunjukkan
adanya niat yang tulus dan kesungguhan/komitmen yang kuat untuk
mewujudkan terlaksananya penegakan hukum, meskipun proses hukum
itu pada akhirnya akan memakan dirinya sendin,

Masing-masing negara mempunyai strategi tersendiri dalam
penanganan tindak pidana korupsi, sementara di Indonesia belum
memiliki metode pendekatan yang efektif dan efisisen. Seharusnya
penjatuhan pidana kepada pelkau korupsi berorientasi pada penjatuhan
sanksi pidana maksimal, berupa pidana fisik/badan disertai dengan denda
dan pengembalian kerugian keuangan negara secara utuh, agar memberi

efek penjeraan dan shock lerapy, baik terhadap diri pelaku maupun

masyarakal
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk
melakukan penelitian adalah di Pengadilan Negeri Makassar, karena
menurut peneliti Pengadilan Negeri Makassar adalah pengadilan
terbesar di kawasan timur Indonesia, sehingga banyak menangani
perkara-perkara tindak pidana korupsi, dan terkadang perkara tindak
pidana karupsi yang terjadi di daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan
di tangani juga di Pengadilan Negeri Makassar, serta karena peneliti
menilaia bahwa sesuai dengan judul skripsi yang peneliti bahas yakni
efektivitas  hukum paneré'pan kebenaran hukum materil dalam
penanganan tindak pidana Eumpsi. maka peneliti memandang periu
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
B. Tipe Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini, maka penelitian inl berbentuk penelitian empiris
yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum

normatif dan pendekatan asas-asas hukum yang relevan dengan objek

penelitian.
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C. Populasi dan Sampel|

Populasi dalam rencana penelitian ini adalah hakim pada
Pengadilan Negeri Makassar. Dalam penelitian ini yang paling
diutamakan adalah hakim pengadilan yang pernah menangani perkara
tindak pidana korupsi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah
sebanyak 5 (lima) orang hakim. Adapun teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara acak, yaitu pengambilan
sampel dengan metode seperti ini didasari periimbangan bahwa,
pihak-pihak lersebut di atas adalah pihak yang menurut calon peneliti

sebagal representasi dar populasi yang ditentukan tersebut di atas.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
2 (dua) cara, yaitu:

1. Kepustakaan (Library Fesaerch), yakni peneltian yang
dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan efektivitas
hukum penerapan kebenaran hukum materil dalam penanganan
tindak pidana korupsi;

2 Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan para

hakim pada Pengadilan Negeri Makassar khususnya hakim

yang pernah menangani perkara tindak pidana korupsi.
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E. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu

1. Data Primer yaitu diperoleh secara langsung dari narasumber di
lapangan atau lokas| penelitian, Data primer juga merupakan
data yang memiliki tingkai dan reabilitas tinggi dalam
memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oieh
data sekunder.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan
melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku
ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat
kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan
erat dengan masalah yang akan diteliti.

F. Analisis Data
Pada hakekatnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
analisis normatif dengan mengamati pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan efekfivitas hukum
penerapan kebenaran hukum materil dalam penanganan tindak pidana
korupsi.
G. Waktu Ponelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam

puluh) hari.
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

k]

A. Penerapan Prinsip Kebenaran Materiil dalam Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor
960/PID.B/2008/PN.MKS.

Sebelum penulis membahas penerapan prinsip kebenaran
materril dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebelumnya
kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari tindak pidana korupsi.
Dalam kajian ilmu pengetahuan, korupsi meripakan obyek hukum
yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagal salah salu delik
khusus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam UU No, 20
Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1998, Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Worupsi. Ironisnya, pada saat
penegakan hukum berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi,
muncul sejumlah deretan tafsir yang diusung oleh para pihak penegak
dan pengabdi hukum untuk memenuhi kepentingan posisinya masing-
masing. Dalam hal ini, pemilihan pasal-pasal yang berkaitan dengan
penegakan hukum sering tidak dipergunakan untuk menguji kebenaran
perkara, telapi hanya untuk mencari pembenaran alas dugaan atau
sangkaan, yang tentu saja menguntungkan kepentingan diri sendiri
dan merugikan kepentingan pihak lain. Ini berarti, sehebat apapun
pasal-pasal itu disusun otomatis pasal-pasal tersebut tidak lebih dari

benda bisu yang tidak dapat melawan kodratnya sebagai kalimat yang
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telah dicetak apa adanya, tanpa memiliki pemaknaan lain kecuali

seperti yang tertulis lugas. |

u

Berdasarkan objek kajian mengenai penerapan prinsip
kebenaran materil sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum
pidana, maka penulis akan melihat berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Makassar Momor S60/PID.B/2008/PN.MKS, agar penulis dapat
melakukan analisis yang lebih objektif dan mendalam mengenai prinsip
penerapan kebenaran materil dalam putusan tersebut, oleh karena itu
penulis sebelumnya akan menguraikan pulusan lersebul dan Dasar
Pertimbangan Hakim Pengadilar Negeri Makassar, sebagai alasan
hukum dalam penjatuhan putusannya. Dalam Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar, dasar hukum yang diuji sebagaimana
dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah

ketentuan Pasal 3 UU Ne. 20 Tahun 2001.

Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas uu
MNo. 31 Tahun 1989, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
disebutkan bahwa :"setiap arang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu kesporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
ara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

perekonomian neg

atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan
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paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.

%

1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).”

Dari bunyi Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas
UU No. 31 Tahun 1899, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut
sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-
perorangan {Persooniijkheid). Namun jika di pahami secara teliti, maka
kamal “selap orang yong deongan Wuan menguntungkan din sendin
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan ...", menunjukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi
menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan
(Persoonlijkheid) dalam hal ini seorang pejabat/pegawal negeri.
Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas
UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang dimaksud dengan pegawal negeri meliputi : Pertama,
Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang
kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). Kedua, Pegawai negeri
d dalam pasal 92 KUHP. Ketiga, orang

sebagaimana yang dimaksu

yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Keempart, arang

yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kelima, Orang yang
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paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
20.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.

%

1.000.000.000,00 {Satu Miliar Rupiah).”

Dari bunyi Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas
UU Ne. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut
sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan crang-
perorangan (Persoonlijkheid). Namun jika di pahami secara teliti, maka
kahmal “sebap oy yong dengan lopuan menguntungkan din sendin
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan ..", menunjukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi
menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan
(Persoonlijkheid) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri
Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas
UU Na. 31 Tahun 1899, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi | Pertama,
Pegawal negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang
kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). Kedua, Pegawal negern
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP. Ketiga, orang
yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Keempart, orang
yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kelima, Orang yang

39



menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan

modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau
sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari
pasal 3 UU No, 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai
unsurfelemen dalam pasal 52 KUHP, Namun, rumusan yang
menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika
dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata,
* .. oleh karena melakukan tindakan pidana, alau pada waklu
melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya
upaya yang diperoleh dari jabatannya...".Untuk membuktikan suatu
tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/elemen yang bersifat
alternatif ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni: Periama,
menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan
kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berari menyalahgunakan
waktﬁfmnn'bent yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat
atau perlengkapan yang ada padanya karena jabalan atau kedudukan
Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan
untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarimta, 1881). ltu berarti,

seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki

wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia



akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu.
Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang
dimaksud dengan “kesempatan’, Sementara itu, semmanﬁ yang
memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana
tertentu  pula dalam rangka menjalankan Kewajiban dan
kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

untuk mencapal maksud dan tujuan,

Sescorany dengan jabatan alau kedudukan lertenlu akan
memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia
gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang,
kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu.

Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang,

kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana

mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan
dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN

NEGARA.

Point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen “dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara® berkaitan

dengan suatu tindak pidana korupsi adalah ;
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Merugikan Keuangan Megara.

Menurut penjelasan UMUM UU No, 31 Tahun 1999, Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan
keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam
bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan

segala hak yang timbul karena : pertama, berada dalam

penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat,

lembaga negara, bak di tingkat pusat maupun daerah. Kedua,
berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum,
dan perusashaan yang mertakan modal pihak ketiga

berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian Negara.

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat
secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan
memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada

seluruh kehidupan rakyat. (Lihat penjelasan UMUM UU No. 31
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Tahun 1899, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Kedua poin dalam unsurlelemen “‘dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara” ini adalah bersifat alternatif.
~ Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana
korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka
cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang
harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah
Kata "dapat” sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara” menunjukan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU
No. 20 Tahun 2001 mengamanalkan agar lindak pidana korupsi
harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil.
Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun : 135-136), delik
formil (Delict Met Formeele Omschriivingidelik dengan
perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah
sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan
dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang
dimaksud dengan delik materil (Delict Met Materieele
Omschrijivingldelik dengan perumusan materil) ialah delik yang
baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat
yang dilarang. Dari pemahaman seperti ini, maka harus
disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk
membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai

pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan
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dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum

yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

bl

Sebelum penulis lebih jauh mengkaji dan menganalisis
disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di
Pengadilan Negeri Makassar, maka terlebih dahulu, penulis
menguraikan perkembangan penanganan perkara pidana korupsi di
Pengadilan Negerl Makassar mulai tahun 2003 sampai dengan tahun

2008, yakni:
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Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, maka tampak bahwa
perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi di
Pengadilan Negeri Makassar ditahun 2004 ada sebanyak 7 perkara
tindak pidana korupsi yang ditangani dari 7 perkara tersebut ada
sebanyak 4 perkara yang divonis bersalah dengan pidana penjara
masing-masing 5 (lima) tahun dan satu perkara yang divonis 6 {enam)
tahun penjara.

Persoaian yang menarik dan menjadi fokus kajian dan analisis
pendlis adalah perkara 101/PID.B/2004. Pada perkara tersebut
terdapat 2 terdakwa yakni I;u"lusiafa Lamude dan M. Ali Hasan yang
disidangkan secara bersamaan (Plilsing) berkas perkara yang masing-
masing didakwa melanggar ketentuan Pasal 2(1) 20,18, 320, 18,
82018, 372 2(1) 2018, tetapi terdakwa Mustafa Lamude di vonis 6
tahun penjara sedangkan terdakwa M. Ali Hasan di vonis bebas oleh
Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa,
terjadi penerapan prinsip kebenaran materil secara optimal dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi, karena masing-masing
terdakwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku

yang memiliki peran dan konstribusi dalam terwujudnya tindak pidﬂﬂﬂ

korupsi tersebut.

Sedangkan pada tahun 2005 jumlah perkara tindak pidana

korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri Makassar ada sebanyak 7
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perkara, dan 7 perkara tersebut ada sebanyak 3 perkara yang
pelakunya di vonis masing-masing 5 tahun dan 3 tahun 6 bulan
penjara serta 4 tahun penjara, sedangkan sisanya sebanyak 4 perkara
semua pelakunya di vonis tidak bersalah.

Kemudian pada tahun 2006 jumiah perkara tindak pidana
korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 3
perkara, 2 diantaranya di vonis bersalah dengan masing-masing 2
tahun dan 5 tahun penjara, sedangkan sisanya sebanyak 1 perkara
divonis tidak bersalah,

Selanjutnya pada tahun 2007 jumiah perkara yang ditangani di
Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 3 perkara dan semua perkara
di vonis tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian
pada tahun 2008 terdapat 14 perkara tindak pidana korupsi yang
ditangani di Pengadilan. -

Berdasarkan uraian pada tabel 1 tersebut di atas, maka tampak
bahwa perkembangan penanganan perkara findak pidana korupsi di
Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2004 sampai dengan tahun
2008 ada sebanyak 34 perkara. Di antara 34 perkara tindak pidana
korupsi tersebut yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis dalam
melihat terjadinya disparitas pemidanaan adalah kasus putusan Nomor
No.980/PID.B/2008/PN.MKS, yang melibatkan mantan Bupati Luwu
periode tahun 1999-2004, tetapi sebelum penulis menganalisis

putusan tersebut yang tampak terjadi penerapan prinsip kebenaran
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n‘late:ril. maka sebelumnya penulis memberikan gambaran mengenal
karakteristik perkara tindak. pidana korupsi dan penerapan prinsip
kebenaran materil itu dari konsep teori, agar penulis dapat lebih mudah
menganalisis penerapan prinsip kebenaran materil dalam putusan

pengadilan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini penulis akan
menguraikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
960/PID.B/2008/PN.MKS dengan Terdakwa Drs.H, Basmin Mattayang,
MIPD bin Maltaying Mantan Bupati Loawa potiode 1999 2004 don Drs,
Andi Baso Gani, Msi bin A. Tahir Gani Mantan Seretaris Daerah Kab.

Luwu tahun 2004,

Terdakwa Drs.H, Basmin Mattayang, MPD bin Mattayang dan
Drs. Andi Baso Ganl, Msi bin A. Tahir Gani di dakwa sesuai dengan
dakwaan primer oleh Jaksa Penuniut Umum melakukan beberapa
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendin alau grang lain atau sualu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya ada rencana dari semua anggota DPRD Kab.

Luwu periode 1899-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan
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RAHIM ALI, 7. TASLIM SABBARA, 8. H. ABDUL LATIEF DJABBAR,
BA, 5. MUSTAMING, 10. H. BASO HIDAYAT ( sakit ), 11.
MUHAMMAD HASYIM, 12, .Drs. ABDUL RAHMAN. AM, 13,
NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, 14. WAHIJO, 15. Drs. SURYA
DHARMA. T. ALLO, 16. AMIRUDDIN. S, 17. ANDI AMPANANGI, 18.
FREDERIK RATU, 18. SAHUDE ( sudah meninggal dunia ), 20.
MARKUS LEMBANG MANDA dan 21. Drs. H. ABDULLAH SULUNG,
kemudian dari pihak Pemerintah Daerah Luwu dihadin oleh ANSAR
PADAKA, ( Asisten | ), H. SAKKE ( Asisten 11 ), H. SYAIFUL ALAM (
Asisten 1l ), M. HALWI, SH { Kabag Hukum ), terdakwa [ll. Drs. MUH.
SABILA ( Pelaksana Tugas Kabag Keuvangan ) dan MUSLIMIN
PALESSE! ( Sekretaris DPRD Kab. Luwu ), rapat musyawarah
tersebut dipimpin oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi ( Wakil
Ketua DPRD Kab. Luwu )} dan rapat tersesbut membahas tentang
Permintaan Persetujuan itu DPRD Kab. Luwu mengenai penetapan
Belopa sebagal Ibukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan Anggota DFRD
Kab. Luwu yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ke
- 13 { tiga belas ), dan haesi:! dari rapat musyawarah tersebut
disimpulkan dalam bentuk notulen rapat tanggal 15 Apnl 2004 adalah
sebagai benkut
1. Pada prinsipnya DPRD Kab. Luwu, menyetujui usul penetapan
Belopa sebagai |bukota Kab. Luwu dan rancangan keputusan

diserahkan kepada pihak eksekutif untuk menyusun redaksi
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yang sesuai untuk pengusulan ke pemerintah mengenal

penetapan ibukota tersebut dapat diterbitkan ;

2. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya
(Hak Anggota Dewan) masa bhakti 1999 - 2004 dapat direalisir
seluruhnya sebelum pelantikan Anggota Dewan yang baru
masa bhakti 2004 - 2009 :

3. Gaji ketiga belas diupayakan direalisir pada bulan Mei 2004 |
Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. MUSLIMIN

PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu diperintahkan oleh Hj.
HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu
periode 1999-2ﬂﬁ4 untuk membuat dan menandatangani surat yang
ditujukan kepada Bupati Luwu perihal Permintaan Anggaran
Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1899-2004 berupa
uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga beias} dan
kemudian Drs. MUSLIMIN PALESSElI membuat surat dengan surat
nomor - 910/81 /DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004,

Terhadap surat nomor : g910/81/DOPRDN/2004 tanggal 5 Mei
2004, selanjutnya terdakwa |. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin
MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi sural tersebut kepada
Terdakwa 1ll. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana
Tugas Kepala Bagian Keuangan Pemda Luwu, yang isi disposisinya :

1. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta

rupiah);



Z. Bantuan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah); kemudian atas sural itu, terdakwa Il . Drs. H. MUH.
SABILA  bin MANGAMBE menindaklanjutinya d‘angm
mendisposisi sural itu kepada Drs. ARWIN DACHLAN, MSi,
Kasubag Anggaran Pemda Luwu untuk memproses permintaan
dana tersebut untuk dapat dibayarkan, dan saat itu Drs. ARWIN
DACHLAN, MSi pernah menyampaikan atau menjelaskan
kepada terdakwa lll. Drs H. MUH, SABILA bin MANGAMBE

hahwa pemberian dana pesangon dilarang, akan letapi saal itu

terdakwa Il Drs H.  MUH. SABILA bin MANGAMBE

menjelaskan bahwa " irfi bukan dana pesangon, tetapi dana
kehommatan . terhadap penjelasan tersebut, Drs, ARWIN

DACHLAN, MSi mengatakan bahwa " permintaan tersebut tidak

ada anggarannya dalam APBD"

Selang beberapa hari kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi
kemball diperintah oleh terdakwa Il Drs H. MUH. SABILA bin
MANGAMBE untuk memproses atau membuat Surat Keputusan
Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhl permintaan
Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan kemudian Drs. ARWIN DACHLAN,
MS.i membuat 3 (tiga) buah kensep Surat Keputusan Bupati Kab.
Luwu, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor : 184/1V/2004 tanggal 18 Mei 2004

tentang Pemberian haﬂtuaﬁ Biaya Pembahasan / Asistensl
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Hﬂﬁﬂﬂﬂgﬂﬂ Peraturan Daerah ( Raperda ) perhitungan APBD

Kab, Luwu TA, 2003 kepaﬂa Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan }'umlah

bantuan sebesar Rp. 175.000.000.- ( seratus tujuh puluh lima

juta rupiah );

2. Surat Keputusan Nomor : 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004
tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakli bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1989 - 2004
sebanyak 35 orang, dengan jumiah bantuan sebesar Rp.
525.000.000,- { lima ratus dua puluh lima juta rupiah ),

3. Surat Keputusan Nomor : 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004
tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Luwu periode 1289 - 2004 sebanyak 35 orang,
dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus
lima puluh juta rupiah ),

Selanjutnya ketiga buah konsep Surat Keputusan tersebut
diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu [ M.HALWI ) dengan
pengantar surat Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor | 88/Keuw/2004
tanggal 15 Mei 2004 perihal Ajuan Konsep, clan setelah konsep
tersebut diteliti, ternyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati
tersebut berupa surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu
oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, sedangkan

ditandatangani

permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan
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DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan
Pemda Luwu untuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian Hukum dan
Bagian Keuangan Pemda Luwu mengembalikan surat nomor :
910/81/DPRD/IV/2004 tanggal 5 Mei 2004 kepada Sekretariat DPRD
Kab. Luwu untuk diperbaiki.

Sebelum surat nomor : 910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 Mei
2004 vang ditandatangani oleh Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris
DPRD Kab. Luwu tersebut diperbaiki atau diganti, yang tidak
berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor |
16173211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara
limitatif telah mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD, selanjutnya Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua
DPRD Kab. Luwu { unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu ), memanggil
Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan ketua-
ketua fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirmnya disepakati
untuk meminta bantuan kehormatan Pimpinan dan anggota DPRD

Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004,
sehingga kemudian dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati
Luwu dengan sural nomaor - 010/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004
perihat Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhii masa bhakti

1809-2004 akan tetapl surat tercebut sudah ditandatangani oleh Hj.



HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi sebagai unsur Pimpinan DPRD Kab.
Luwu dan atas surat tersebut, terdakwa |. Drs. H. BASMIN
MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi
kepada terdakwa Il. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,
yang isi disposisinya : "Pak Sekda, untuk dipertimbangkan,
koordinasikan dengan Ass. III"; dan atas surat tersebut, terdakwa II.
Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, mendisposisi kepada
terdakwa Ill.Drs. H MUH. Eﬁ;EILA bin MANGAMBE, yang isi
disposisinya pada langgal 26-5-2004 - " Yth, Kabag keuangan, proses
sesuai petunjuk Bp. Bupati.

Kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan
kepada Bupati Luwu yang berbeda adalah perihal, isi dan yang
menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh
Sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Anggaran
Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang
ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah
Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004,

perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandalangani oleh

Sekretaris DPRD Kab, Luwu terinci permintaan kesejahteraan anggota

DPRD Kab. Luwu berupa . uan§ pesangon, uang perumahan dan gaji

13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua
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DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperti surat yang
pertama.

Selanjutnya terdakwa Ill. Drs, MUH. SABILA bin AAANGAMBE
kembali membawa atau mengajukan ketiga buah Surat Keputusan
seperti tersebut diatas dengan lampiran surat permintaan dari DPRD
Kab. Luwu yang sudah diganti, vyaitu dengan surat nomor
910/81/DPRD/AN12004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan
Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam
rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004 yang sudah ditandatangani
oleh unsur Pimpinan, yaitu Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi,
Wakil Ketua DPRD Kab, Luwu, untuk diparaf oleh M. HALWI, Kabag
Hukum Pemda Luwu, akan tetapi saat disodorkan, M. HALWI
mengatakan " ini harus saya pelajan dulu, karena awalnya konsep
tersebut hanya satu, kenapa sekarang menjadi tiga " dan kemudian
dijawab oleh terdakwa Ill. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE
konsep ini sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada
anggota DPRD Kab. Luwu diatas menunggu mau dibayar " sehingga
ketiga buah Surat Kepulusan tersebutl diparaf oleh M. HALWI dan

akhimya kefiga buah Surat Keputusan Bupati Kab. Luwu yang

dijadikan dasar untuk pengeluaran uang sebagaimana surat

permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu, ditandatangani

oleh terdakwa I Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin

MATTAYANG sehingga total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan
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dan Anggota DPRD Kab. Luwu adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- (
satu milyar lima puluh juta mpiaﬁ} dan pada diktum kedua dari kefiga
Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas
dinyatakan bahwa bantuan biaya yang* dibebankan pada APBD Kab.
Luwu TA. 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening
2.01.03.5.1.4,

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa Ill. Drs. H. MUH.
SABILA, Pelaksana., Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu,

menandatangani clan mengeluarkan Surat Perintah Membayar ( SPM )

Nomeor ;: 00131 senilai Rp 1.200.000.000,- { salu milyar dua ratus juta
rupiah ), yang dananya diambil dari Belanja Tidak Tersangka yang
termuat di dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan
terlebih dahulu dan ditandatangani oleh terdakwa |I. Drs, ANDI BASO
GANI bin A TAHIR GANI|, Sekretaris Daerah Kab. Luwu sekaligus

sebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan

Otorisasi Nomor : 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat
Keputusan Otorisasi Nomor : 71 tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004, dan
kemudian dari Rp 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah),

uang senilai Rp 1.050.000.000,- ( satu milyar lima puluh juta rupiah)

dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kab. Luwu

periode 19089-2004, padahal telah terbit Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor : 'SE 163:1/711/OTDA tan$$al 24 Mel 2004 perhal

Tunjangan Puma Bhakti bag/ Pimpinan dan Anggota DPRD.




il
Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar ( SPM ) terﬁehﬁii

selanjutnya diterbitkan kwitansi yaitu - ]l.-
\

1. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 525.000.000,- ( _
lima ratus dua puluh lima juta rupiah ) yang ditandatangani oleh
terdakwa [l. Drs. ANDI BASQ GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,
Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa 1. Drs. H.
BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu
yang dipergunakan untuk Pemberian Dana Kehormatan Akhir
Masa Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai
dengan SK Bupati Luwu Nomor @ 1852004 tanggal 18 Mei
2004, yang diterima oleh Drs. Met. Vet. SYAHID ;

2. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 350.000.000,-
tiga ratus lima puluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh
terdakwa Il. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,
Sekretaris Daerah Kab, Luwu dan terlinat terdakwa |. Drs. H.
BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu
yang dipergunakan untuk Pemberian Bantuan Perumahan

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK

Bupati Luwu Nomor 186/\//2004 tanggal 18 Mei 2004, yang

diterima oleh SAHUDE |

3. Kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp 175.000.000,- (

seratus tujuh puluh fima juta rupiah) yang ditandatangani oleh

terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,
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Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terfihat terdakwa 1. Drs. H.
BASMIN MATTAYANG, MPd bin AAATTAYANG, Bupati Luwu
yang dipergunakan untuk Pemberian bantuan  Biaya
Pembahasan/Asistensi Raperaa Perhitungan APBD Kab. Luwu
TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/Gabungan Komisi APBD

Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 184/NV/2004

tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Hj. HIDAYAT

Jumlah

NURTHALIB ; dan berdasarkan ketiga kwitansi tersebut, maka
selanjutnya dilakukan pembayaran atas ketiga jenis bantuan
seperti tersebul dialas yang dilakukan oleh terdakwa Il Drs. H.
MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang rinciannya adalah
sebagai berikut :

Tabel 2
Pemberian Bantuan Biaya Pembahasan/Asistensi Raperda

Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada f'anitia
Anggaran/Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK
Bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004

NO NAMA JENIS BANTUAN PENERIMAAN
[ ASISTENSI KEHORMATAN PERUMAHAN
1 g 3 4 s
Or H YAHTA SAHUDE  |Rp. 5.000.000.- Rp. 12 750,000, Fie, 10.000.000 -
Fj HIDAYAT NURTHALIS Ry, 5.000 00C.- Rp. 12.750.00.- Rp, 10.000,000,-
H. ANDE MUH, TAMIN Rp. 5.000.000.- Fp. 12.750.000.- Rp. 10,000,000,-
MUSLIMIN UP Rp. 5.000.000,- Rp, 12.750,000,- Rp. 10.000,000,-
NEPSON DARIUS P, 6H | Rp. 5.000.000.- Ap. 12.750.000.- fp. 10,000.000,-
TISMAN MASITA Rp. &,000.000,- Rp. 12.750.000.- Rp. 10,000,000 -
EYURUR BIJAK Rp 5.000.000,- Rp. 12 750.000.- Rp. 10.000.000 -
FHE WED VET SYAHID |Rp. 5.000.000- Rp. 12.?50&31:- Ry, 10.000.000 -
ORS  H. ABDULLAH|Rp. 5.000.000. Rp. 12.750.000.- Fip. 10.000.000,-
SULUNG




membagikan uang kepada seluruh ang

1989-2004, yang masing-masing anggota DPRD Kab. Luwu periode

1999.2004 memperoleh uang sejumiah R

0 |H. AMTON ARIEF, A Aip. 5000000 |Rp T2750.000- Rl T T
11 |HAL DJABBAR, BA  |Rp, 5.000.000.- Rp. 12.750.000- | Fp, 10,000.000.-
Tz |H.BASOWIDAYAT, BA |Rp 85.000000.-  [Fp, 12.750.000, B 10.600.000-
T3 [MUH HASYIM, BA Rp. 5.060.000.- Rp. 12,750 000.- Ap. m.m-n.um;,.
14 |ORE DIRHAM LATIF  |Rp. 5 000,000 Rp. 12,750,000 - {Rp. 70,000,000~
15 |DRS. ABD, RACHAAAMN|Rp. 5.000.000- Rp. 12,750,000, Rp, 10.000.000,-
6 m‘s"r'ﬁ'rm MUSTAMIN, | Rp. 5.000.000,- Fip, 12,750,000 e 10000000~ |
B &:EHUE“ Rp. 5.000.000-  |Rp. 12.750.000.- Hp. 10.000.000,-
18 |H. MUH. BADARUDDIN _ |Rp. 5.000.000.- fp. 12.750.000,- Fp. 10.000 000, -
38 |MARKUS LEMBANG|Rp, 5.000.000,- [Rp. 12.750.000 - Rp. 10.000.000,-
20 xg.n;unn DARMA T.A |Rp. 5.000.000,- Rp. 12.750.000,- Rp. 10,000.000,;
Z1 | AMIRUDDIN S fp. 5.000. 000, Ra 12.750.000,- Rp. 110.000,000,-
TR M OKASIM ity SODOOBO,  [Hp 17,7000, Hp 10 D00 (650,
73 |FREDERICK RATU Rp. 5.000.000, Rp. 12.750,000,- R, 10.000.000.-
=+ [oRe— FC ABDUL|Rp 5000000,  |Ap. 12760.000-  |Fp 10.000.000, |
25 m%iln Rp. 5.000.000, Rp. 12.750.000,- fip. 10.000.000,-
26 |SAHUDE Rg. 5.000.000, Rp. 12.750.000,- #p. 10,000,000, -
— 57 |DRS. DIRMAMN ARKAM  |Rp. 5.000.000, fip. 12.750.000.- Rp. 10.000,000,-
28 |RAHIM Al Rp. 5.000.000, Ap. 12.750.000- Rp. 1 0.000.000,-
29 |TASLIM SABSARA Rp. 5,000,000, Ap. 12.750.000, Rp. 10.000.000,-
30 [MUSTAMING Rp. 5.000.000, Rp. 12.750.000,- Fip. 10.000.000 -
3T |ANDI AMPANANGH, BE | Rp. 5.000.000, Rp. 12.750.000 - P 10.000.000.
32 |ASBUNRIS RUBBA R 5,000,000, S RN P TR0
55 5SS AWELL SARBEA |Rp. 5.000,000, Rip, 12.750.000,- Rp. 10.000.000 -
S 1575 FARUN AL RASYID |Rp. 5.000.00C, Rp, 12.750.000,- Rp. 10.000,000.-
TR BAUD Fp, 5,000,000, FRp. 12,750.000,- Ap. 10.000.000,-
TOTAL m———m& Rp. 445.250.000 - Rp. 350.000.000,-
Sehingga perbuatan mereka terdakwa diatas dengan

gota DPRD Kab, Luwu periode

p 27.750.000,- (dua puluh
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tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah

memperkaya orang lain yaitu 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu

-

periode 1989-2004.

Uang yang telah dilerima oleh 35 orang anggota DPRD Kab.
Luwu periode 1989-2004 yang seluruhnya berjumlah Rp 971.250.000,-
( sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
berasal dari Belanja Tidak Tersangka senilai Rp 1.050.000.000, ( satu
milyar lima puluh juta rupiah) yang telah dikurangi atau dipotong pajak
PPh 21 sebesar 15 % yang diambil dan penerimaan dana kehormatan
senilai Rp 525.000.000,- ( lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
sehingga untuk penerimaan dana kehormatan seluruh anggota DPRD
Kab.-Luwu periode 1999-2004 menjadi Rp 446.250.000,- ( empat ratus
empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah} dan pajak
PPh 21 senilai Rp 78.750.000,-( tujuh puluh delapan juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa |. Drs. BASMIN

MATTAYANG MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu { pengambil

keputusan ), terdakwa 1. Drs. ANDI BASO GANI, M.Si bin TAHIR

GANI Sekretaris Daerah Kab. Luwu ( Pengguna Anggaran ) dan

terlebih lagi terdakwa Ill. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE,

Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu { Pengelola

Keuangan ), sebagai orang yang diberi kewenangan menandatangani

dan atau mengesahkan surat yang menjadi dasar pengeluaran kas
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bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti
tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Kepmendagri Nomor
: 28 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, F'Errtanggungjﬂ:ﬂahan
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam proses pencairan uang yang
dananya diambil dari Pos Mata Anggaran Belanja Tidak Tersangka

dan kemudian dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

Luwu periode 1989-2004 telah bertentangan dengan :

1. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 105 tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
"setiap pejabat dilarang melakukan findakan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut”,

2, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,

yaitu; "Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak

tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial

dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan

dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan daerah”; dan

3. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kepuputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,




Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, vaitu: '

ayat (1) :Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran
penanganan bencana alam, bencana sosial atau
pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam

rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan
daerah;

ayat (2) :Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu ;

a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan
untuk penyediaan sarana & prasarana langsung
dengan pelayanan masyarakal yang anggarannya
tidak  lersedia dalam @hun anggaran yoang
bersangkutan, dan

b. Pengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi
da/am tahun anggaran yang telah ditutup dengan
didukung bukti-bukti yang sah.

Bahwa pemberian bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti,
pembenaan bantuan  biaya  perumahan, dan  biaya
pembahasan/asistensi raperda bagi 35 orang anggota DPRD Kab.
Luwu pericde 1999-2004 yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa,
tidak dapat dibiayai dengan menggunakan dana pengeluaran belanja
tidak tersangka. Selain itu, pemberian bantuan kepada 35 orang
anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 tidak tercantum dalam
lidak tercantum baik dalam Dokumen

APBD Kab. Luwu TA. 2004 dan

Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu,

maupun dalam DASK Sekretariat Dasrah Kabupaten Luwu.
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Akibat dari perbuatan terdakwa |. Drs. BASMIN MATTAYANG,

MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang telah menandatangani

ketiga Surat Keputusan masing-masing ;

L

Nomor : 184 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian
Bantuan biaya Pembahasan/Asistensi Raperda perhitungan APBD
Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.
Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah
bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- { seratus tujuh puluh lima juta
rupiah ).

Nomor : 185 / WV / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pembenan
Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Luwu periode 1998 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan
jumlah bantuan sebesar Rp. 525.000.000.- (lima ratus dua puluh
lima juta rupiah).

Nomor : 186A//2004 tanggal 18 Mei 2004 Pemberian Bantuan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999
- 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumiah bantuan sebesar Rp.

350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah);

dan terdakwa Il Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin TAHIR GANI,

Sekretaris Daerah Kab. Luwu, sebagai Pemegang Hak Otorisator (

Pengguna Anggaran ) yang telah menyetujui dan menandatangani

kwitansi masing-masing :
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= Kwitansi tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp. 175.000.000,- ( seratus
tujuh puluh lima juta rupiah), Bantuan Pembahasan Asistensi
Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1998-
2004,

= Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 525.000.000,- { lima ratus
dua puluh lima juta rupiah), Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab, Luwu
pariode 1999-2004;

« Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 350.000.000.- ( liga ratus
lima puluh juta rupiah ), Dana Bantuan Perumahan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1889-
2004;

Terdakwa Ill. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana
Tugas Kabag HKeuangan Pemda Luwu adalah Pemegang Hak
Ordonatur yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (
SPM ) Nomor : 00131 tanggal 6 Mei 2004 senilai Rp. 1.200.000.000,- (
satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga diberikan bantuan dana
keharmatan akhir masa bhakd, bantuan biaya perumahan dan bantuan
biaya pembahasan / asistensi raperda kepada 35 orang anggota
DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, yang dananya diambilkan dari
pos belanja tidak tersangka yang bukan peruntukannya, dengan

demikian mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan




hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.
971.250.000,-( sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah ) atau setidak-tidaknya sekitar jumiah itu Sesuai
dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor @ UP-
1029/PW.2115/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang dilakukan cleh
BPKP Propinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU
No. 31 Tahun 1899 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1998
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke- 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,

kemudian dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum
adalah sebagai berikut:

Terdakwa |. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin
MATTAYANG, Bupati Luwu, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor : 131.53-40 tahun 2004
tanggal 12 Januari 2004, terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin
A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu, selaku Pengguna
Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu
79/BKD tanggal 15 Agustus 2002, terdakwa Ill. Drs,

Nomor : 821.24/2

MUHAMMAD SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kepala
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Bagian Keuangan Kab. Luwu, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Luwu Nomor : 82124 | 246/BKD tanggal 26
September 2002, dan H|. HIDAYAT NURTHALIEB, SPd, MSi binti H.
ABD. SAMAD, Drs. AMIR DF;UD bin QURAIS DAUD, NEPSON
DARIUS PATANDUK, SH, Drs, DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN,
H. RAHIM ALl bin ALl PUANG SAEN!, HABDUL LATIEF DJABBAR,
BA bin ABDUL DJABBAR, TASLIM SABBARA, SH bin SABBARA,
MUSTAMING bin TJUKKARA, Drs. ABD. RAHMAN. A.M, FREDERICK
RATU, Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, MUH. HASYIM, BA bin
RAHMAT. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, ANDI AMPANANGI, BE,
MAEKUS LEMBANG MANDA ( ke-lima belas orang tersebut adalah
para terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah ),
serta MUSLIMIN UP bin UJANG PALLIRA, H. ANTHON ARIEF, BA bin
ARIEE, H. ANDI MUH. YAMIN ARAS. MUHLIS bin TONNU, SYUKUR
BIUAK. ASBUNRIS RUBBA bin DM. RUBBA, Drs. SYAMSUL
SABBEA., MA bin HAJI SABBEA, LISMAN MASITA, SE bin
SADDIMANG, Drs. DIRHAM, MM bin ABDUL LATIEF, H. MUH.
BADARUDDIN bin SALATI, DR. ABDUL GAFFAR, SE, Ph.D bin

KASIM, M. KASIM bin SULLENA, Drs. Med VET SYAHID bin M.

TOMALAKA, Drs. HARUN AL RASYID bin IBNU HASYIM AL ( ke -

empat belas orang tersebut sdalah terdakwa lain yang penuntutannya

diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 April 2004

sampai dengan bulan Juli 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain
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dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Bupati Luwu, JI. Jenderal
Sudirman No. 86, Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo,
sesual pasal 85 KUHAP dan berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nemor: 039/KMA/SK/I/2008
tanggal 27 Februari 2008 tentang: "Persetujuan Pemindahan Tempat
Persidangan Tersangka Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin
MATTAYANG, Dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan
Negeri Makassar", sehingga Pengadilan Neger Makassar berwenang
mengadili perkara ini, mereka terdakwa yang melakukan beberapa
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, yangd dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Terdakwa | Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin

MATTAYANG, Bupati Luwu mempunyai tugas dan kewenangan,

antara lain yang diatur dalam .

1. Pasal 43 UU No. 22 tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah :

Kepala Daerah mempunyal kewajiban antara lain menegakkan

seluruh aturan parundang—undangan g
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2, Pasal 48 UU No, 22 tahun 1889 tentang Pemerintahan Daerah :
Kepala Daerah dilarang antara lain : membuat keputusan yang
secara khusus memberikan keuntungan bagi dinnya, ahgguta
keluarganya, kroninya, golongan terteniu atau kelompok politiknya,
yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain |

4. Pasal 34 avat (1) Undang-undang No @ tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, yaitu " Menteri / Pimpinan Lembaga | Gubernur
| Bupati Walikota yang terbukli melakukan penyimpangan kebijakan
yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang tenfang APBN /
Peraturan Daerah tentang APBD / dalam ketentuan undang-
undang yang berlaku, diancam dengan pidana penjara clan denda
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

4 Pasal 4 PP No : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu Pengelolaan
Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
pamndang—undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan

kepatutan |

Terdakwa 1i. Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin A. TAHIR GANI,

Sekretaris Daerah Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran,

mempunyai tugas dan kewenangan, antara lain yang diatur dalam:
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mempunyai

2. FHOOKAG KU N2 tahun 1899 tentang Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah dilarang antara lain : membuat keputusan yang

secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota
keluarganya, kroninya, golongan tertenlu atau kelompok politiknya,
yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain |

. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No : tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, yaitu * Menteri / Pimpinan Lembaga / Gub&rnur
| Bupali Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan
yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /

Peraturan Daerah tentang APBD / dalam ketentuan undang-
undang yang berlaku, diancam dengan pidana penjara clan denda

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
_ Pasal 4 PP No : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

pertanggungjawaban  keuangan daerah, vyaitu Pengelolaan

Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang herlaku, efisien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan

kepatutan |

Terdakwa Il. Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin A. TAHIR GANI,
erda . UTS:

; Pengguna Anggaran,
. Luwu, selaku
Sekretaris Daerah Kab.

dan kewenangan, antara lain yang diatur dalam:
tugas
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1. Pasal 25 PP No : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
APBD dan ditempatkan dalam lembaran negara;

2. Pasal 55 rlayat (2) Kepmendagri No : 29 tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban clan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah clan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu : Pengguna Anggaran
dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban

belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.

Terdakwa Il Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupali Luwu Nomar

11/1/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Penunjukan Kepala Bagian

Keuangan selaku Ordonatur untuk menerbitkan SPM atas pengisian

kas Kab. Luwu TA. 2004, dan gesual dengan kewenangan lersebut

terdakwa 1l Drs. MUH SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas

Kabag Keuangan Pemda Luwu, mempunyai tugas dan kewenangan

50 Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002

yang diatur dalam pasal

pPengurusan, Pertanggungjawaban dan

aerah sera tata cara Penyusunan Anggaran

tentang  Pedoman

Pengawasan Keuangan D
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Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yaitu orang yang diberi kewenangan menandatangani
dan atau mengesahkan surat yang menjadi dasar pengeluaran kas
bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti
tersebut.

Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
sebagaimana tersebut diatas telah melakukan penyimpangan dalam

pengelolaan anggaran pada Sekda Kab. Luwu TA. 2004 karena telah

menindak lanjuti rencana darl semua anggota DPRD Kab, Luwu
periode 19989-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan bag
pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu kepada Bupati Luwu dalam
rangka mengakhiri masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.
Luwu periode 1999-2004, dan atas rencana tersebut, masing-masing
Ketua Fraksi menyampaikan secara lisan kepada Hj. HIDAYAT
NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu. Berdasarkan
hal tersebut diatas, ditindaklanjutl oleh Pimpinan DPRD Kab. Luwu
untuk dibicarakan lewat panitia musyawarah DPRD Kab. Luwu dengan
cara membuat surat undangan yang ditujukan kepada semua anggota
- uwu, asisten |, asisten Il, asisten |, Kabag Keuangan

DPRD Kab. L

dan Kabag Hukum Pemkab Luwu untuk dapat menghadini rapat

musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2004,

bertempat di Sekretariat DPRD Kab. Luwu dengan agenda rapat
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permintaan persetujuan DPRD Kab. Luwu mengenai panﬂtapE-; '

Belopa sebagai lbukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan anggota DPHﬁ-

Kab. Luwu periode 1999-2004 yang meliputi uang pasangnn,‘ biaya
perumahan dan gaji ketiga belas. Selanjutnya pada tanggal 15 Apri
2004 dilaksanakan rapat musyawarah bertempat di ruang musyawarah
DPRD Kab. Luwu, yang\ dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) orang
anggota DPRD Kab. Luwu periode 1998 - 2004, yaitu : 1. Dr. YAHYA,
SAHUDE, Ketua DPRD Kab. Luwu dan sekarang sudah meninggal
dunia, 2. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD
Kab. Luwu, 3, AMIR DAUD, 4. NEPSON DARIUS PATANDUK, SH, 5,
Dre. DIRMAN ARKAM, 6. RAHIM All, 7. TASLIM SABBARA, 8. H,
ABDUL LATIEF DJABBAR, BA, 8. MUSTAMING, 10, H. BASO
HIDAYAT (sakit), 11. MUHAMMAD HASYIM, 12. Drs. ABDUL
RAHMAN. AM, 13. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, 14, WAHLIO, 15.
Ors. SURYA DHARMA. T. ALLO, 16. AMIRUDDIN. S, 17. ANDI
AMPANANGI. 18. FREDERIK RATU, 19. SAHUDE {(sudah meninggal

dunia), 20. MARKUS LEMBANG MANDA dan 21, Drs. H. ABDULLAH

SULUNG, kemudian dari pihak Pemda Luwu dihadiri oleh ANSAR

PADAKA (Asisten 1), H. SAKKE (Asisten 11), H. SYAIFUL ALAM

(Asisten 111}, M. HALWI, SH (Kabag Hukum), terdakwa lIl. Drs. MUH.

SABILA (Pelaksana Tugas Kabag Keuangan) clan MUSLIMIN

PALESSEI ( Sekretaris DPRD Kab. Luwu), rapat musyawarah tersebut

dipimpin oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi. Wakil Ketua
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DPRD Kab. Luwu dan rapat tersebut membahas tentang Permintaan

Persetujuan DPRD Kab. Luwu mengenai penetapan Belopa sebagal

Ibukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu yang

meliputi uang pesangaon, biaya perumahan dan gaji ke- 13 (tiga belas ),

dan hasil dari rapat musyawarah tersebut disimpulkan dalam bentuk

notulen rapat tanggal 15 April 2004 sebagai berikut :Pada prinsipnya

DPRD Kab. Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa sebagai |bukota

Kab. Luwu dan rancangan keputusan diserahkan kepada pihak

eksekutif untuk menyusun redaksi yang sesuai untuk pengusulan ke

pemeriniah mengenai penetapan ibukota tersebut dapal dilerbitkan ;

a.

Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya

{ Hal Anggota Dewan ) masa bhakti 1999 - 2004 dapat direalisir
seluruhnya sebelum pelantikan Anggota Dewan yang baru

masa bhakti 2004 - 2009 ;

Gaji ketiga belas diupayakan direalisir pada bulan Mei 2004 ;

Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. MUSLIMIN
PALESSE], sekretaris DPRD Kab. Luwu diperintahkan oleh Hj.
HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi. Wakil Ketua DPRD Kab.

[uwi periode 1609-7004 unluk membuat dan menandatangani

surat yang ditujukan kepada Bupati Kab. Luwu perihal

Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab.

Luwu periode 4999-2004 berupa uang pesangon, Uang

perumahan cian gaji 13 ( tiga belas ) dan kemudian Drs.



MUSLIMIN PALESSE| membuat surat dengan surat nomor:
910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004 :

d. Terhadap surat nomor : 910/81/DPRDMN/2004 langgailﬁ Mei
2004, selanjutnya terdakwa |. Drs. H. BASMIN MATTAYANG,
MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi sural
tersebut kepada terdakwa Ill. Drs. H. Muh. SABILA Bin
MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan
Pemda Luwu, yang isi disposisinya :

e. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000.- ( dua puluh lima juta
rupiah) ;

f Bantuan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,- (lima

juta ... rupiah) ;
Kemudian atas surat itu, terdakwa . Drs. H. MUH, SABILA bin

MANGAMBE menindaklanjutinga dengan mendisposisi  surat itu
kepada Drs. ARWIN DACHLAN, MSi, Kasubag Arggaran Pemda

Luwu untuk memproses permintaan dana tersebut untuk dapat

dibayarkan, dan saat itu Drs. ARWIN DACHLAN, MSi pernah

menyampaikan atau menjelaskan kepada terdakwa. Drs. H. MUH.

SABILA bin MANGAMBE bahwa pemberian dana pesangon dilarang,

akan tetapi saat itu terdakwa . Dre. H. MUH. SABILA bin

MANGAMBE menjelaskan bahwa " ini bukan dana pesangon, tetapi

dana kehormatan”, terhadap penjelasan tersebut, Drs. ARWIN



DACHLAN, MSi mengatakan bahwa " permintaan tersebut tidak ada
anggarannya dalam APBD".

Selang beberapa hari kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi
kembali diperintah oleh terdakwa ill. Drs. H. MUH. SABIL bin
MANGAMBE untuk memproses atau membuat Surat Keputusan
Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhl permintaan
Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan kemudian Drs. ARWIN DACHLAN,
MSi membuat 3 (tiga) buah konsep Surat Keputusan Bupati Kab.
Luwu, yaitu:

. Surat Keputusan Nomor : 184/V/2004 langgal 18 Mei 2004 tentang
Pemberian bantuan Biaya Pembahasan | Asistensi Raperda
verhitungan APBD Kab. Luwu TA, 2003 kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35

orang, dengan jumiah bantuan sgbesar Rp. 175.000.000 - (seratus
tujuh puluh lima juta rupiah);

. Surat Keputusan Nomor . @5 / V | 2004 tanggal 18 Mei 2004

tentang pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi

Pimpinan dan Anggota OPRO Kab. Luwu periode 1999 - 2004

sebanyak 35 orangd. dengan jumiah bantuan sebesar Rp.

525.000.000,( lima ratus dua putuh lima juta rupiah |k

- Surat Keputusan Nomor : 186 / \/ | 2004 tanggal 18 Mei 2004

tentang pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota

DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan
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jumiah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh
juta rupiahj;

Selanjutnya ketiga buaI:I konsep Surat Keputusan m:rsebut
diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu dengan pengantar surat
Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor: 88/Keu/2004 tanggal 15 Mei
2004 perinal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti,
temyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa
surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Sekretarnis
DPRD Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya
ditandatangani olenh Pimpinan DPRD sehingga konsep tersebut
dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemda Luwu untuk diperbaiki
sesual koreksi dari Bagian Hukum clan kemudian Bagian Keuangan
Permda Luwu mengembalikan surat nomor g10/81/DPRD/NV/Z2004
tanggal 5 Mei 2004 kepada Sekretariat DPRD Kab. Luwu untuk
diperbaiki.

Sebelum surat nomor - g10/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei

2004 yang ditandatangani oleh Drs. MUSLIMIN PALESSE!, Sekretaris

DPRD Kab, Luwu tersebut diperbaiki atau diganti, yang tidak

berpedoman kepada Sural Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang

Kedudukan Keuangan pimpinan_dan Anggota DPRD, yang secara
ukan

limitatif telah mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota
m 1

DPRD. selanjutnya HJ- HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua
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DPRD Kab. Luwu ( unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu ), memanggil

Drs. MUSLIMIN PALESSE!, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan ketua-
ketua fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirnya disépakaﬂ
untuk meminta bantuan keht;:rrnatan Pimpinan dan anggota DPRD
Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004,
sehingga kemudian dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati
Luwu dengan surat nomor : Q‘lﬂfE_r‘r.FDF'HDN!Emdf tanggal 5 Mei 2004
perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakdl
1099-2004 akan tetapi surat tersebut sudah ditandatangani oleh Hj.
HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi sebagai unsur Pimpinan DFRD Kab.
Luwuy dan atas surat tersebut, terdakwa 1. Drs. H. BASMIN
MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi

kepada terdakwa 1. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,

yang isi disposisinya - “pak Sekda, untuk dipertimbangkan,

koordinasikan dengan AsS. il - dan atas surat tarsebut, terdakwa Il

Drs. ANDI BASO GANI , MSI bin TAHIR GANI mendisposisi kepada

terdakwa . H. MUH. SABILA bin MANGMBE yang isi disposisinya

pada tanggal 26-5-2004 w yih, Kabag keuangan, proses sesual

petunjuk Bp. BU pati”.

Kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan

kepada Bupati Luwu yand berbeda adalah perihal, isi dan yang
menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh
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sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Anggatan
Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang
ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, perihainya adalah
permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Luwu dalamn rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004,
perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandatangani oleh
sekretaris DPRD Kab. Luwu terincl permintaan kesejahteraan anggota
DPRD Kab. Luwu berupa | uang pesangon, uang perumahan dan gaji
13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua
DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperli sural yang
pertama.

Selanjutnya terdakwa IIl. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE
kembali membawa atau mengajukan ketiga buah Surat Keputusan
Bupati Luwu, yaitu :

. Surat Keputusan Nomofr © 1842004 tanggal 18 Mei 2004 tentang

Pemberian bantuan Biaya Pembahasan | Asistensi Raperda

perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan

Anggota DPRU Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 39

orang, dengan jurniah hantuan sebesar Rp. 173 000.000.- ( seralus

tujuh puluh lima juta rupiah )i
. 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004

5 Kehormatan akhir masa bhakti bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab- Luwu periode 105~ 2000
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cebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp.
525.000.000, {lima ratus dua puluh lima juta rupiah),

. Surat Keputusan Nomor : 188 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004
tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Luwu periode 1899 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan
jumiah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh
juta rupiah);

Lampiran surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang sudah
diganti, yaitu dengan sural nomor ! g10/81/DPRDA/2004 tanggal 5
Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan
clan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhin masa bhakti
18689-2004 yang sudah ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD,
yaitu Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab.
Luwu. untuk diparaf oleh M. HALWI, Kabag Hukum Pemda Luwu, akan

tetapi saat disodorkan, M. HALWI mengatakan " inl harus saya pelajari

dulu, karena awalnya konsep tersebut hanya gatu, kenapa sekarang

menjadi tiga " dan kemudian dijawab oleh terdakwa 1. Drs. MUH.

SABILA bin MANGAMEE “ konsep 1M gudah diperbaiki, paraf maki

saja, karena eydah add anggota OPRD diatas menunggy mau dibayar

« sehingga ketiga puah Surat Keputusan tersebut diparaf oleh M.

HALWI| dan akhirmya ketiga buah gyrat Keputusan Bupati Luwu yang

dijadikan dasar sebagaimana surat

permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. LWl ditandatangani
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oleh terdakwa |. Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG
sehingga total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Luwu adalah sebesar Rp 1.050,000.000,- ( satumilyar
lima puluh juta rupiah), dan pada diktum kedua dari ketiga Surat
Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas
dinyatakan bahwa bantuan biaya yang dibebankan pada APBD Kab.
Luwu TA. 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening
2.01.03.514, dengan demikian ferdakwa |. Drs. H. BASMIN
MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu telah
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan alau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bupati,

Pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa Ill. Drs. H. MUH. SABILA,

Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani

dan mengeluarkan Surat Pearintah Membayar { SPM ) Nomor : 00131

tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus

juta rupiah), yang dananya diambil dari 2 Surat Keputusan Otorisasi

yang telah dikeluarkan terlebih dahulu yang ditandatangani oleh

terdakwa 1. Drs. ANDI BASO GANI bin A. TAHIR GANI, Sekretaris

Daerah Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat

Keputusan Otorisasi Nomor . 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004
san Otorisasl Nomor : 71 tahun 2004 tanggal 4 Mei

dan Surat Keputu
2004, dan kemudian dari Rp 4 200.000.000,- ( satu milyar dua ratus
, da
i tu milyar lima
juta rupiah) diambil uangd senilai Rp 4 050.000.000,( satu mily
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puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kab
Luwu periode 18989-2004, dengan demikian terdakwa |l Drs. ANDI

BASO GANI bin A TAHIR GANI|, telah menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukannya sebagai Sekretaris Daerah Pemda Luwu
selaku Pengguna Anggaran, Sedangkan terdakwa Il Drs. MUH,
SABILA bin  MANGAMBE vyang telah mengeluarkan dan
menandatangani Surat Perintah Membayar { SPM ) Nomar : 00131
tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000,- ( satu milyar dua
ratus juta rupiah ), juga telah menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan alau

kedudukannya sebagal Pelaksana Tugas Kabag Keuangan.

Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar ( SPM ) tersebut

selanjutnya diterbitkan kwitansi yaitu :

. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 525.000.000,- { lima

ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh

ordakwa Il Drs, ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,

Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa 1. Drs. H.

BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang

dipergunakan untuk pemberian Dana Kehormatan Akhir Masa

Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK

Bupati Luwu Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang

diterima oleh Drs. Met. Vet. ayAHID |
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. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilaj Rp 350.000.000 - { tiga

ratus lima puluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh terdakwa |.

Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah
Kab. Luwu dan terlihat terdakwa |. Drs. H. BASMIN MATTAYNG,
Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk
Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kab. Luwu sesuai déngan SK Bupati Luwu Nomer ; 186/Vi2004
tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh SAHUDE ;

. Kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp 175 000.000.-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh
terdakwa 1l. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,
Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa 1. Drs. H.

BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang

dipergunakan untuk Pemberian bantuan Biaya

Pembahasan/Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab, Luwu TA.

2003 kepada Panitia Anggaran/Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu

sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor ; 184/V/2004 tariggal 18 Mei

2004, yang diterima oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB.

Padahal telah terbit syrat Edaran Menteri Dalam Negerf Nomor

. SE.163.1/711/0TDA tanssal 24 Mei 5004 perihal Tunjangan Puma

dan Anggotd pPRD; dan berdasarkan ketiga

Bhakti bagi Pimpinan

mbayaran atas ketiga
kwitansi tersebut, maka sel embay

gnjutnya dilakukan p

jenis bantuan seperti tersebut dialas yang dilakukan ofeh terdakwa Il
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Drs. H. MUH, SABIU bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kabag

Keuangan, yang rinciannya adalah sebagai sebagaimana penulis telah
uraikan pada tabel 2.

Perbuatan mereka terdakwa di dalam tabel 2 tersebut dengan
membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Kab, Luwu periode
1999-2004, yang masing-masing anggota DPRD Kab, Luwu periode
1999-2004 mempercleh uang sejumlah Rp 27.750.000 - ( dua puluh
tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah
menguntungkan orang lain yaitu 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu
periérde 1999-2004.

Uang yang telah diterima oleh 35 orang anggota DPRD Kab.
Luwu periode 19992004 yang seluruhnya berjumiah Rp 971.250.000,-
(sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
barasal dari Belanja Tidak Tersangka senilai Rp 1.050.000.000,-( satu

milyar lima puluh juta rupiah) yang telah dikurangi atau dipotong pajak

PPh 21 sebesar 15 % yang diambil dari penerimaan dana kehormatan

senilai Rp 525.000.000 ima ratus dua puluh [ima juta rupiah)

Amaan dana kehormalan seluru

menjadi Rp 446.250.000,- ( empat ratus

i h anggata DPRD
sehingga untuk pene

Kab. Luwu periode 1999-2004

uluh ribu rupiah) dan pajak

empat puluh enam juta dua ratus lima p

BPh 21 senilai Rp 78.750.000,- { tidh ouluh delapan juta tujuh ratus
ah disetorkan ke Kas Negara.

lima puluh ribu rupiah) tersebut tel
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Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa |. Drs. BASMIN
MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu ( pengambil

keputusan), terdakwa Il. Drs. ANDI BASO GANI, M.Si bin TAHIR
GANI, Sekda Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran dlan terlebih lagi
Terdakwa Il Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana
Tugas Kabag Keuangan Kab. Luwu ( Pengelola Keuangan), sebagal
orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau
mengesahkan surat yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung
jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukfi tersebut,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Kepmendagri Nomor . 20
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dalam proses pencairan uang yang dananya diambil

dari Pos Mata Anggaran Belanja tidak tersangka dan _lcernu:nan

dibagikan kepada Pimpinan dan Angaota DPRD Kab. Luwu periode
1899-2004 ftelah bertentangan dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 105 tentang Pengeiﬂlaan dan F'E:rtaﬂggungjawaban

Keuangan Daerah, yaitu, .

: ada pengeluaran tida

: an dipebankan P s,

ayat (2) Pengeluaran d:]a'f? untuk pEI'I:ﬂHQ?T‘lﬂﬂ bEI"IBEI:laEl Ia?n?::;
tersangka @ 4 pgngeluarﬂﬂ tidak tersand

bencana sosial dan dalam  penyelenggaraan

yang sangat ntahan daeral,
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dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri nomaor 29 tahun 2002

tentang ~ Pedoman - Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan APBD, yaitu ;

ayat (1) :Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran
penanganan bencana alam, bencana sosial atau
pengeluaran-pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan
dafam rangka penyelenggaraan kevvenangan
pemerintahan daerah |
ayat (2) :Pengeluaran lainnya yang sangat diperiukan da/am
rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan
daeiah sebagaimana dinaksud ayal (1), yailu |
a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan
untuk penyediaan sarana prasarana langsung dengan
pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak
tersedia da/am tahun anggaran yang bersangkutan,
an -
b. gengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi
dalam tahun anggaian yang tefah ditutup dengan
didukung bukti-bukti yang sah,

Pemberian bantuan dana kehormatan akhir - masa bhalkti,

pemberian bantuan biaya perumahan, dan biaya

pembahasan/asistensi raperda bagi 35 orang anggota DPRD Kab.

Luwu periode 1999-2004 yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa,

tidak dapat dibiayai dengan menggunakan dana pengeluaran belanja

itu pemherian bantuan kepada 35 orang

tidak tersangka. Selain :
anggota DPRD Kab. Luwd periode 1909-2004 tidak tercantum dalam
2004 dan tidak te

i D/Kabu n
Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) sekretariat DPR pate

m DASK sekretariat

TA rcantum baik dalam Dokumen
APBD Kab. Luwu 1A

Daerah Kabupaten Luwu.
Luwu, maupun dala
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Akibat dari  perbuatan terdakwa | Drs. H. BASMIN

MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwy yang telah

menandatangani ketiga Surat Keputusan masing-masing:

» Nomor : 184 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentanyg Pemberian
Bantuan biaya Pembahasan/Asistensi Raperda perhitungan APED
Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan clan Anggota DPRD Kab.
Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumiah
bantuan sebesar Kp. 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta
rupiah),

» Nomor ; 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian
Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan clan Anggota
DPRD Kab, Luwu }:eri:-de 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan

jumiah bantuan sebesar Rp. 525.000.000,- ( lima ratus dua puluh

lima juta rupiahy),

* Nomor - 186/\/2004 tanggal 18 Mei 2004 Pemberian Bantuan

Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999

- 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sabesar Rp.

350.000.000,- {llga ratus lima puluh juta rupiah);

Terdakwa |l Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin TAHIR GANI,

Sekda Kab. Luwu sebagai pemegang Hak Otorisator { Pengguna

Anggaran ) yang telah meny&tujul dan men

masing-masing :

andatangani kwitansi
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itansi '
» Rwitansi tanggal 14 Juli 2004 senjjai Rp. 175.000.000, Bantuan

Pembahasan/Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA

2003 yang diberikan kepada Pimpinan clan Anggota DPRD Kab

Luwu periode 1898-2004 ;

» Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 525.000.000-" Dana
Kehormatan Akhir Masa Bhai:ti yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 19992004 |

» Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 350.000.000,- Dana

Bantuan Perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD Kab. Luwu periode 1589-2004 |

Terdakwa |il. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana

Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, sebagai Pemegang Hak

Crdonatur yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (

SPM ) Nomor : 00131 tanggal 26 Mel 2004 senilal Rp. 1.200.000.000,-

( satu milyar dua ratus juta rupiah ), sehingga diberikan bantuan dana

kehormatan akhir masa bhakti, bantuan hiaya perumahan dan bantuan

raperda kepada 35 orang anggota

_op04, yang dananya diambilkan dari

biaya pembahasan / asistensi

DPRD Kab. Luwu periode 1899
pos helanja tidak tersanghka yang Lukan perunluhannya, dengan

terdakwa, telah menyalahgunakan kewenangan,

ng ada padanya e

demikian mereka
na jabatan atau

IIHE'FiEr'l'lr.-atian atagu sarana ya
kerugian negara sebesar Rp.

kedudukannya yand mengakibatkan .
h safu juta dua ratus lima puluh

§71,250.000,-(¢embilan ratus tujuh pulu
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ibu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan

Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor - LaP- 1029/PW.2175/2005

tanggal 25 Pebruari 2005 yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sulawes|
Selatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas,
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b
UU No. 31 Tahun 1899 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20
tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

(1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kemudian dari dakwaan baik dakwaan primer maupun dakwaan

subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makassar dalam Pertimbangannya menagaskan

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika iU saksi Arwin Dachlan mengatakan

kepada Terdakwa Ill bahwa pemberian dana pesangor dilarang dan

ini ta
oleh Terdakwa 11l dikatakan pahwa ini bukan dana pesangan tetapi

Permintaan tersebut dikatakan oleh saksi

nnya dalam APBD. Dana yang

adalah dana kehormatan

Arwin Dahlan tidak ada anggara

permintaan tersebut tidak ada yang

tersedia untuk mamenuhi | -
ana tak tarsangka tetap! tidak sesual

mencukupi kecuall memakai d

dengan penggunaannyd:
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Menimbang, bahwa namun walaupun telah diberitahukan dan di

ingatkan oleh saksi Arwin Dachlan, Terdakwa il tetap memerintahkan

saksi Arwin Dahlan, pakai saja dana tersebut dan persiapkan Surat
Keputusan Bupati untuk menjadi payung hukum pemakaian dana
tersebut. Terdakwa Il mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa 11l juga
sudah pernah memakai dana tak tersangka yang sesuai
peruntukannya, Terdakwa ||l tidak pernah membuat Surat Keputusan
Bupati untuk penggunaannya, karena Terdakwa Ill tahu penggunaan
dana tak tersangka tersebut tidak memerlukan Surat Keputusan
Bupati, letapi menjadi  kewenangan Terdakwa uniuk

mengeluarkannya sesuai peruntukkannya.
Menimbang, bahwa dan hal-hal di atas, yang paling

bertanggung jawab secara hukum terhadap pemakaian dana tak

tersangka tidak sesual peruntukkannya adalah Terdakwa |ll dengan

alasan sebagai berikut |

- Terdakwa |l mengetahui betul pemakaian dana tak tersangka tidak

ati;
memeriukan payung hukum berupa Keputusan Bup
i Dachlan selaku
- Terdakwa Il telah diingatkan oleh saksi Arwin
aran bahwa dana yang tersedia dalam APBD tidak
)

telah di Ingatkan itu seharusnya

Kasubag Ang

ada untuk itu, pada saal
Kk mﬁﬂwmpangi pem
makaiannya ada pada

akaian dana tak tersangka,

Torshuiome ] S8 terdakwa Il dan

karena tanggung jawab Pe
h mgnyadﬂﬂ P

amakaiannya tidak sesual

terdakwa Il tela
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peruntukkannya, namun Terdakwa Il menutupi penyimpangan itu
dengan memerintahkan saksi Arwin Dahlan untuk membuat Surat
Keputusan Bupati Kabupaten Luwu dan pada sazt itu Terdakwa
Ill telah menyimpangi tugas dan kewenangan yang melekat pada
dirinya hal ini diakui sendiri oleh Terdakwa |Ill yang tidak
melakukan telaahan Staf, baik kepada Terdakwa | maupun
Terdakwa |l agar tidak menggunakan anggaran dana tak tersangka
tersebut untuk bantuan kepada Pimpinan dan Anggeta DPRD
Kabupaten Luwii; Sedangkan kepada Terdakwa | dan Terdakwa ||
secara hukum tidak dapat dikatakan telah melakukan
penyimpangan terhadap tugas dan kewenangannya karena
disposisi yang dibuat oleh Terdakwa | selaku Bupati atas masukan

darl Terdakwa lll adalah meminta supaya dipertimbangkan

dengan dikoordinasikan dengan Asisten Il dan oleh Terdakwa |l

selaku Sekda mendisposisi kepada Terdakwa Ill selaku Kabag

Keuangan untuk diproses <esuai dengan petunjuk Bupati, artinya

dari Terdakwa | dan Terdakwa |l untuk memakai dana tak

aian dana tak tersangk

perbuatan dari Terdakwa I

te: K mak g lahir dari inisiatif
sangka, pema
lerdakwa 11l sendir. Saal itu lahir suatu
g di insyafi langsung oleh

yang mengandung unsuf pidana yan

ak terdapat
enangan dari Terdakwa | dan

I un tid sifat keinsyafan, untuk
terdakwa Ill, nam

melakukan penyim pangan kew

Terdakwa | dan Terdakwa || tidaklah dapat
ale

Terdakwa I, sehindgd
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secara hukum dikatakan telah melakukan penyimpangan tugas dan

kewenangan yang melekat pada dirinya -

Menimbang, bahwa meskipun Negara dalam hal ini Pemerintah

paerah Kabupaten Luwu tidak menderita kerugian uang, karena
seluruh uang yang telah diterima dan dimanfaatkan secara pribadi oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu telah dikembalikan
pada tanggal 27 Pebruari 2007 sebelum Terdakwa Il disidik oleh
Penyidik dan dituntut oleh Kejaksaan, namun sifal melawan hukum
dari perbuatan Terdakwa Il tersebut tetap ada dan tidak hapus dan
lidak dapal dianggap sebagal alasan pembenar atau pemaal alas
kesalahan Terdakwa IIl, serta Terdakwa Il tetap masih dapat dituntut

sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa haerdasarkan peitimbangan tersebut diatas ,

unsur "menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada -Pal:lan',ra, karena jabatan atau kedudukan®, tidak terpenuhi oleh

perbuatan Terdakwa | dan Terdakwa Ii, akan tetapi oleh Terdakwa 1l

terpenuhi oleh perbuatannya.

karena unsur Ad. 3 terpenuhi oleh

Menimbang, bahwa pleh ‘ h
iperti bawa
Terdakwa |1, maka unsuf selanjutnya akan dipertimbangkan

ian
ini; Ad. 4. Dapat mgmgihan h&uangan Negara atau pereknn{:-m

Negar |
a5 n elemen ini diketahui bahwa

hwa dari fumusa
ya akibat itu tidak periu

+ delik formil, artin

Menimbang, ba

lindak pidana korupsi adala
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n

keuangan Negara atau perek .
ﬂnn.mlﬂl'l HEgara
sudah selesai. n pidana

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara
dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan
umum UL No. 31 tahun 1998, yaitu seluruh kekayaan Negara dalam
bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan

kewajiban yang timbul karena :
a. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung
jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun

di daerah ; b.

b. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung

jawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan

Perusahaan yang menyatakan menyatakan modal Negara, atau

Perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan

perjanjian dengan Megara;

an pereknnurnn Negara

Sedangkan yang dimaksud deng

adalah kehidupan perekﬂnﬂmian yang disusun sebagai usaha

rgaan ataupun usaha masyarakat

bersama berdasarkan azas kekelua
dasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik

h sesuai dengan ke

secara mandiri yang di
tantuan peraturan

ditingkat Pusat maupun d! Daera
berikan
perundang-undangan ¥ang perlaku ¥ang bertujuan memben
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ke ] -
manfaat, mamuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupa
n

Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di

persidangan diperclen adanya fakta hukum bahwa dana yang
dikeluarkan oleh Terdakwa Il dari APBD Kabupaten Luwu tahun 2004
dikeluarkan dari pos dana tak tersangka sebesar Rp. 1.050.000.000,-
dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu,
Menimbang, bahwa dari fakla hukumnya diatas, terlihat adanya
pengeluaran Keuangan Negara sebesar Rp. 1.050.000.000,- yang
dibayarkan dan dibagikan kepada Pimpinan dan Anaggota DPRD

Kabupaten Luwu , pada hal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Luwu tidak berhak menerl.rn:'anya. sehingga pemakaian dana tersebut

yang tidak sesuai dengan peruntukkannya telah merugikan keuangan

Negara dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

unsur, yakni:

- Ad. 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perﬂknnnmlan

I
Negara telah terpe nuhi oleh perbuatan Terdakwa |

- Ad. 5.  Dihukum sebagal

melakukan, yand men

melakukan tindak pidana

5
Menimbang, banwé pasal 5

. .. calah 8
bersifat alternatif, seningg? apabila ®



I

orang yang melakukan saja, atau orang yang menyuruh ataupun nmng‘

yang turut melakukan tindak pidana tersebut maka terbuktilah

ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini. :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap
di persidangan ketika Terdakwa Il mendapatkan surat yang
didisposisikan kepadanya , lalu tanpa adanya telaah Staf agar tidak
menggunakan dana tak tersangka tersebut, Terdakwa I telah
memerintahkan Kasubag Anggaran Arwin Dachlan untuk membuat 3 (
tiga ) konsep Surat Keputusan Bupati Padahal Terdakwa Il sangat
mengetahui bahwa selain -dana lak lersangka lersebut tidak bisa
digunakan untuk selain bantuan bencana alam, bencana sosial dan
hal-hal yang bersifat mendesak, Terdakwa IIl juga mengetahui kalau

pengeluaran dana tak tersangka tidak memeriukan adanya Surat

Keputusan Bupati karena sebelumnya Terdakwa Il telah permah

mengeluarkannya.

" Bahwa walaupun telah di ingatikan oleh saksi Arwin Dachlan

dan saksi Yunalis Y. Sisong bahwa dana tak tersangka tdak

Kehormatan,
diperkenankan dipergunakan untuk  bantuan dana Ke
Perumahan dan Asistens bag 7 pimpinan dan Anggota DPRD

k sesuai dengan pery

n di tunggu pleh Ang

ntukkannya, namun

Kabupaten Luwu karend tida
gota DPRD

dengan alasan karena didesak da

i tidak menghiraukannya, hal ini

rdakwa
jwi SH.MH Bin

Ka Te i
bupaten Luwuy, Tanggu sebagal Kabag

dikuatkan oleh saksi M. H2
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Hukum yang menerangkan bahwa ia belum sempat memproses

knsep Surat Keputusan 'Bupati lersebut, Terdakwa Il telah
menyuruhnya untuk memaraf saja dan mengambilnya kembali untuk
segera dibuatkan Surat Keputusannya, padahal Substansi ke 3 ( tiga }
Surat Keputusan itu salah karena dananya diambil dari mata anggaran
dana tak tersangka.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di
depan persidangan yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini yaitu
bahwa Terdakwa |ll sebagai pelaku yang telah mengeluarkan dana tak
lersangka yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, kemudian oleh
Terdakwa Il telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Luwu yang hersumber dari Anggaran ABPD Kabupaten

Luwu Anggaran tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur

ad. 5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa lII;

Ad. 6. Perbuatan berlanjut
wa berdasarkan hukum yang terungkap di

Menimbang, bah

persidangan bahwa benar -

| 26 Mei 2004 Terdakwa Il menandatangani Surat
a .

1. Pada tangg

( SPM ) No. 00131 tanggal 26 Mei

Perintah Membayar
2004 senilai Rp. 1.200.000.000,-
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2. Setelah itu sebagian dari dana tersebut senilai Rp.

1.050.000.000,-dibagikan oleh Terdakwa Il kepada Pimpinan

dan Anggota DPRD I{z_:l:ru;:-atan Luwy :

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pembayaran uang

L1

tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Il dan perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa Il tersebut merupakan suatu perbuatan yang
berdiri sendiri dan merupakan perbuatan yang sejenis dimana jarak
antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama,

dengan demikian maka perbuatan Terdakwa |l tersebut merupakan

perbuatan berlanjul sebagaimana yang dimaksud pasal 64 KUHP.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di

atas unsur ; " perbuatan berlanjut " telah terpenuhi oleh perbuatan

terdakwa |ll. Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan

tersebut diatas, seluruh unsur dakwaan Subsidair / dakwaan kedua

yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1899

tentang Pemberantasan Tindak Pidara Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke

1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP |, telah terpenuhi oleh Terdakwa lll dan

Terdakwa Il haruslah dinyatakan terbukti secara sari dan meyakinkan
ana sebagaimana yang di dakwakan

bersalah melakukan tindak pid
hukum Terdakwa |1l oleh

dalam dakwaan Subsidair / Kedua dan meng

karena itu.
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Menimbang, bahwa untuk Terdakwa | dan Terdakwa Il oleh
karena unsur @ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa | dan terdakwa Il maka terdakwa |
dan Terdakwa Il haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan Subsidair / Kedua dan membebaskan
Terdakwa | dan Terdakwa |l dari dakwaan Subsidair / Kedua tersebut.

Menimbang, banwa oleh karena Terdakwa | dan Terdakwa |l
dibebaskan dari dakwaan Subsidair / Kedua, maka untuk dakwaan
Primair / Pertama, Terdakwa | dan Terdakwa Il juga harus dibebaskan,
karena yang D'daR terbukti adalah perbuatan metawan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa | dan Terdakwa ||

dibebaskan , maka hak-hak Terdakwa | dan Terdakwa Il harus

dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan

martabatnya dan rnembebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa I, oleh karena Terdakwa

Il dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka sebelum dijatuhi

pidana perlu dipgrﬁmnangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

ika da
Terdakwa tidak mempunyal ketegasan dalam bersikap pa

jabatan yang dipangkunyad,
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- Terdakwa seharusnya  |ebik memahami  tugas

wewenangnya ;

Hal-hal yang meringankan : &

- Terdakwa belum pernah dihukum:

- Terdakwa mempunyai keluarga (isteri) yang sakit-sakitan:

- Semua uang telah dikembalikan ke Kas Daerah °

dan

Menimbang, bahwa berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim

dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat dimana Anggota

Majelis: GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. MHum dan 2. KEMAL

TAMPUBOLON, SH. MH, memberikan Dissenting Opmion ( DO )

sebagai berikut;

Perbedaan tersebut terjadi karena cara pandang analisa fakia

hukum yang diperoleh di persidangan yaitu tentang tanggung jawab

kebijakan pengelolaan
yang dilakukan pa
permintaan Anggota DPRD Kab,
Terdakwa sebagaimana Dakwaar Jaksa Penuntut Umum .
Di persidangan dip&rc:lel': fakta
- Bahwa berdasarkan sur
Sekretaris DPRD Kab. Luwu No. 91
Mei 2004 tentand permintaan

Anggota DPRD yand

ASM
Terdakwa | . D& H. R

Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah

ra Terdakwa khususnyd mengenai dikabulkannya

Luwu periode 1998 - 2004 oleh para

_fakta hukum sebagai berikut :

4t dari MUSLIMIN PELESSEI selaku
0/81/DPRD/2004 tanggal 5
Anggaran Kesejahteraan
ditujukan kepada Eupati Luwu (
IN MATTAYANG, MPd bin
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- Terdakwa  seharusnya  |ebin memahami tugas dan

weEwanangnya

Hal-hal yang meringankan : ‘

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mempunyai keluarga (isteri) yang sakit-sakitan,
- Semua uang telah dikembalikan ke Kas Daerah .
Menimbang, bahwa berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim
dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat dimana Anggota

Majelis: GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum dan 2. KEMAL
TAMPUBOLON, SH. MH, memberikan Dissenting Opmion ( DO )

sebagai berikut:

Perbedaan tersebut terjadi karena cara pandang analisa fakta
hukum yang diperoleh di persidangan yaitu tentang tanggung jawab
kebijakan pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah

yang dilakukan para Terdakwa Khususnya mengenai dikabulkannya

permintaan Anggota DPRD Kab, Luwu periode 1999 - 2004 oleh para

Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut .
- Bahwa berdasarkan gurat dari MUSLIMIN PELESSEI selaku
Sekretaris DPRD Kab. Luwu No. g10/81/DPRD/2004 tanggal 5

re )

2004 tentang permintaan Anggaran  Kesejahteraan
Mei ‘

DPRD yang ditujukan kepada Bupati Luwu
a &
o BASMIN MATTAYANG, MPd bin

Terdakwa | . Drs- H-
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MATTAYANG ), Terdakwa | Drs. H. BASMIN MATTAYANG

MPd bin MATTAYANG member disposis kepada Terdakwa IiI

Drs, MUH. SABILA bin MANGAMBE selaky

dengan  disposisi

Kabag Keuangan
' Supaya dipertimbangkan Rp.
25.000.000,- dalam rangka pembahasan Rp. 5.000.000,-"

Bahwa berdasarkan surat dari Hj. HIDAYAT NURTHALIB
selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu No. 910/81/DPRD/2004
tanggal 5 Mei 2004 tentang permintaan Anggaran

Kesejahteraan Anggota DPRD yang ditujukan kepada Bupati

Luwu Terdakwa | memberi disposisi kepada Terdakwa |l Drs.

ANDI BASO'GANI, Msi bin A. TAHIR GANI : " Pak Sekda untuk

dipertimbangkan , koordinasikan dengan Asisten lIl, dan
Terdakwa |l selaku Sekda memberi disposisi kepada Terdakwa

Il : " Yth Kabag Keuangan, proses sesual petunjuk Bapak

bupati;

Bahwa atas dasar disposisi Terdakwa | atas kedua surat dari

DPRD Kabupaten Luwu tersebut, dibuatkan 3 ( tiga ) Surat

Keputusan Bupati Kabupaten LUWU yaitu :
| usan Bupati No. 184/V/2004 tanggal 18 Mei

1. Surat Keput
bantuan biaya pembahasan

2004 tentang pemberian
da P'rmp.j.naj"l dan Angg
Urang Eﬂbﬂ'aar Hp

ota DPRD Kabupaten

P i a
Asistensi kep ——
Luwu sebanyak 35

uh puluh lima juta rupid h};

(seratus tuj
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2. Surat Keputusan Eupa-ti No.
2004

tentang pemberian dana Kehormatan akhir masa

bhakti kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabtipaten
Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp. 525.000.000,- (iima
ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. Surat Keputusan Bupati No. 1B6M\/2004 mngﬁal 18 Mei
2004 tentang pemberian bantuan biaya Perumahan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35
orang sebesar Rp, 350.000.000,- {tiga ratus lima puluh juta
rupiah ),

Bahwa anggaran yang digunakan atas ke 3 ( tiga ) Surat

Keputusan Bupati tersebut di atas dalam salah satu Diktumnya

menyebutkan bahwa pemberian bantuan asistensi, kehormatan

dan Perumahan keseluruhannya berjumiah Rp. 1.050.000.000,-

( satu milyar lima pi juta rupiah ) diambil dari APBED Pemda

Kabupaten Luwu pos mata anggaran Tidak Tersangka

dengan No Rekening 2.01.03.5.1.4,
iga ) Sural Keputusan Bupat
diparaf oleh Terdakwa || selaku

i ditandatangani
Bahwa 3 ( t

Terdakwa selaku Bupati dan

| buat dan
Sekretaris Daerah < selanjutnya Terdakwa |l mem

urat Keputusan Otorisasi
asi No. 71 Tahun 2004, atas dasar

No. 48 Tahun 2004
menandatangani S

dan Surat Keputusan Otoris

san Otorisasi tersebut Terdakwa Il selaku Kabag
u

Surat Keput
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Keuan
gan membuat dan menandatangani Surat Perintah
Membayar ( SFM ) No. 00131/2004 tanggal 26 Mei 2004

guna dilakukan pencairan dang memenuhi 3 ( tiga }1 Surat
ra

Keputusan; Bupati dj atas:

Bahwa para Anggota DPRD Kabupaten Luwu telah menerima
dan bantuan masing-masing Rp. 27.750.000 - ( dua puluh tujuh
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan perincian -
Dana Asisten: Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah ), dana

Kehormatan Rp. 12.750.000, ( dua belas juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah } setelah dipotong pajak PPH 15 % , dan dana
Perumahan sebesar Rp. 10.000.000, { sepuluh juta rupiah ); |

Bahwa setelah dilakukan Audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi

SulSel, karena penerbitan 3 (tiga ) Surat Keputusan Bupati

tersebut menyalahi aturan, Terdakwa | Drs. H. BASMIN

MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG kemudian mengeluarkan

Surat Keputusan Bupati perihal pembatalan
o. 184/v/2004, No. 18502004 dan No.

atas ke - 3 Surat

Keputusan Bupati N

186/V/2004 tanggal 18- Mei 2004 sehingga akhimya para

Kabupaten Luwu yang tel
p. 971 260.000,+ sembitan ratus tujuh

ah menerima seluruh
Anggota DPRD

dana bantuan sejumiah R ‘
ima puluh ribu rupiah )

pta sebesar Rp.

puluh satu juta dua ratus

' n
mengembalikan masing-masing Angg
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; Eﬂ.n 5
00,- { dua pulup tujuh juta tujuh ratus fim ri
? 7 ;.ri }; a puluh riby

alas, kami selaku Hakim-Hakim Angaota berpendapat sebagai berik
gai berikut ;
- Bahwa pos Mata Anggaran Tidak tersangka dengan Nomao
¢
Rekening : 2.01.03.5.1.4 dari APBD 2004 Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu, diperuntukkan guna memenuhi;
1, Pasal 12 ayat (2 ) PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan

dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yailu

"Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak
tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana
sosial dan pengeluaran Tidak Tersangka lainnya yang sangat

diperiukan dalam penyelenggaraan Keuangan Pemda ;

2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat ( 2 } Keputusan Mendagri No. 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung

jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

ta Usaha Keuangan

Penyusunan APBD, pelaksanaan Ta

Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD yaitu .

- Ayat(1): " Eetanja"ﬁdak Tersangka dianggarkan untuk

anganan pbencana
@innya yang sangat

pengeluaran pen alam, bencana sosial
pangemgran

atau penge luaran-
yele nggaraan Kewenangan

Pemerintah Daerah "
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- Ayat(2):" Pengeluaran lainnya yang saﬁgat diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :

a. Pengeluaran-pengeluaran Yang sangat dibutuhkan oleh
penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan
pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia
dalam tahun anggaran yang bersangkutan

b. Pengeluaran atau kelebihan pensiunan yang terjadi
dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan
didukung bukti-bukti yang sah |

Sehingga oleh karenanya penggunaan Anggaran Tidak
tersangka jelas bukan diperuntukkan bagi para Anggota DPRD

Kabupaten Luwu namun dianggarkan untuk pengeluaran penanganan

bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran-pengeluaran lainnya

¥ang sangat diperlukan dalam kerangka penyelenggaraan Keuangan

Pemerintah Daerah ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan memberi r-r.abijaksfn
mengeluarkan dana dari Anggaran Tidak Tersangka yang rer-sedqla

ota DPRD telah melanggar tertib

dalam APBD bagi Angd
an dalam Peraturan Daerah

i k
Anggaran sebagaimand telah ditetap
25 PP No. 105
awaban Keuangan Dae

Tahun 2000 tentang

tentang APBD ( Pasal i

Pengelolaan dan pertanggund)
'Kehormatan

dan Perumanan bagi para

karena dana Asistensl,
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Anggota DFRD Kabupaten Luwu tidak tersedia Angga
rannya
dalam APBD;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Yohanis Palayukan {Auditc:r

BPKP Perwakilan Propinsi Sul Sel) ditemukan adanya

penggunaan pengelolaan Keuangan Daerah yang diambil dari Pos
Anggaran Tidak Tersangka yang fidak sesuai peruntukkannya
karena diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Luwu guna
memenuhi permintaan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu

tentang pemberian dana Asistensi, Kehormatan dan Perumahan,
sehingga kebijakan Terdakwa |, Terdakwa 1l dan Terdakwa [l|
mengeluarkan Anggaran Tidak Tersangka kepada Para Anggota
DPRD Kabupaten Luwu telah menyalahi tugas dan wewenang

serta tanggung jawab para Terdakwa masing-masing selaku

Bupati Kabupaten Luwu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dan

Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pernerintah  Daerah

Kabupetan Luwu ;

Bahwa kami sependapat dengan Keterangan Ahli Prof. DR.
Amiruddin Umar, SH. MH. pahwa Surat Keputusan Pembatalan
lidak mengakhin alau manginapus lindak pidana yang dilakukan
rpuatan tersebut telah

dana dan telah diserahkan

uwu dan pengembalian

selesai dilakukan
Para Terdakwa karena pe€

dengan telah terjadiny@ pencairan
pRD Kabupaten L

kepada para Anggota D
a DPRD Kabupaten Luwu kepada

dana bantuan oleh par@ Anggot
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Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 971.250.000,-(
sembilan ratus Wjuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah ) tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah

dilakukan para Terdakwa ( Pasal 4 UU No. 31 tahun 19298 Jo UU
No. 20 Tahun 2001 };

Bahwa meskipun penerbitan 3 ( tiga ) Surat Kepulusan Bupati
telah diperbaiki dan dibatalkan oleh Terdakwa Basmin Mattayang
melalui Surat Keputusan Pembatalan yang terdiri dari Surat
keputusan Bupati No. 244 A\I2005 , No. 212M11/2005 dan No.
243N11/2005 tanggal 21 Juli 2005 , karena menurut Terdakwa
terjadi kekeliruan nukum, namun demikian berdasarkan ke - 3 {
tiga ) Surat Keputusan Bupati tersebut telah terjadi kehendak

sebagai bentuk kesengajaan dari Para Terdakwa yaitu

sebagaimana termaksud dalam salah satu diktumnya, bahwa

pemberian bantuan Asistensi, Kehormatan dan Perumahan

diambil dari APBD pada Pos Mata Anggaran Tidak Tersangka,

padahal diketahui Para Terdakwa bahwa Anggaran Tidak

Tersangka seharusnys digunakan memenuhi Pasal 12 ayat (2 )

PP No. 105 Tahun 2000 dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kep.

Mendagri No. 29 Tahun 2002, sehingga perbuatan Para Terdakwa
endag _

|jaksanakan gyrat Keputusan tersebut dipandang

membuat dan me

ana darl perbuatan Korupsi tersebut atau

merupakan alat atau sar

127



dengan kata lain menjadi moduys oprandi dari perbuatan

penyalahgunaan wewenang vang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 16173211/SJ

tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, seharusnya DFRD
Kabupaten Luwu tidak memerukan lagi bantuan dana dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu karena sudah |elas
pengaturannya dalam Surat Edaran Mendagri tersebut di atas,
sehingga tidak seharusnya mengajukan permintaan dana bantuan
kepada Pemda Luwu karena lidak ada Anggarannya bagi para
Anggota DPRD Kabupaten Luwu |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kami diatas,

kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa para

Terdakwa telah terbukli secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut

sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan , terutama

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
20 Tahun 2001 tentang

Pasal 2 dan pasal 3 Jo

1998 Jo Undang-Undangd Nomar

| I
Pemberantasan Tindak Pidana Korups! Jo pasal 56 ayat (1) Jo Pasa

B4 ayat ( 1 ) KUHPidana. |
pangan Majelis Hakim Pengadilan

Kemudian berdasarkan pertim

{ di atas maka Majelis Hakim Pengadilan
ebu .

Negeri Makassar ters
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Negeri Makassar menjatuhkan putusan kepada para terdakwa de
ngan

putusan sebagai berikut:

-y

MENGADIL]|
Menyatakan terdakwa |. Drs. H, BASMIN MATTAYANG. MPd

bin MATTAYANG dan Terdakwa Il Drs. ANDI BASO CAN 1, Msi
bin A. TAHIR CAN | tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair (
Pertama ) dan pada Dakwaan Subsidair { Kedua ),

Membebaskan Terdakwa | dan Terdakwa | dari Dakwaan

Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
Memulinkan hak-hak Terdakwa | dan Terdakwa |l dalam

kedudukan, Kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

Menyatakan Terdakwa Il Drs. H. MUH. SABILA bin

MANGAMBE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa Il dari Dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa Il Drs. H. MUH. SABILA bin

sgcara sah dan meyakinkan bersalah

MANGAMBE terbukti

melakukan tindak pidana . " Korupsi secara berlanjut ~ |

penjara kepada T
MBE selama
( dua puluh lima juta rupiah )

erdakwa Il Drs. H.
Menjatuhkan pidand

MUH. SABILA bin MANGA
r Rp. Eﬁ.ﬂﬂﬂ-nmn’

4 ( satu ) tahun dan

denda sebesa
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dan apabila denda tersehyt tidak dibayar maks diganti dengan

kurungan selama 3 (tiga ) bulan:

8. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalaniH oleh

Terdakwa Il dikurangkan seluruhnya darl pidana yang
dijatuhkan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) rangkap Skep Bupati Luwu No. 184/\//04 tanggal 18
Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh kabag Hukum Pemkab
Luwu ; |

- 1 ( satu ) rangkap Skep Bupati Luwu No. 185///04 tanggal 18

Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh kabag Hukum Pemkab

Luwu |
1 ( satu ) rangkap Skep Bupati Luwu No. 186/\V/04 tanggal 18

Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemkab

Luwu ;

- 1 ( satu ) lembar kwitansi bantuan pembahasan perhitungan

Asistensi raperda perhitungan APBD Luwu TA. 2003, kepada
Panitia anggaran / gabungarn komisi APBD Kab. Luwu .

mhbar daftar pamberian biaya Asistensi raperda

1( salu ) le
No. 18472004 tanggal 1

8 Mei 2004
perhitungan APBD Luwu
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. , _
( satu ) lembar kwintans; dana kehormatan akhir masa

bhakti pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwy N
' Q.

185/Vi2004 tanggal 18 Mei 2004 A

1 ( satu ) lembar daftar pemberian dana kehormatan akhir

masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD Kab, Luwu No.
1B5/V/2004 tanggal 18 Mei 2004

1 ( satu ) lembar kwintansi bantuan perumahan kepada
pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu sesual SK Bupati

Luwu No. 186A/f2004 tanggal 18 Mei 2004 ;

1 ( satu ) lembar daftar bantuan perumahan kepada pimpinan

dan anggota DPRD Kab. Luwu sesuai SK Bupati Luwu No.

186/\V/2004 tanggal 18 Mei 2004
4 ( satu ) lembar surat Sekretaris DPRD Kab. Luwu No.

910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal permintaan

anggaran kesejafiteraan anggota DPRD Kab. Luwu yang

ditujukan kepada Bupati Luwu |

1 ( satu ) lembar surat Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu No.

910/81/DPRDA/2004 tanggal 5 Mel 2004 yang ditujukan
' PRD
kepada Bupati Luwu perihal permintadn dan Anggota D

m rangka akhir masa bh
permintadn pembayaran
pelanja tidak tersangka untuk
da nomor rekening

akti 1999 - 2004 |

Kab. Luwu dala No. 00131,

1 satu.] lembar surat

U ) pé
Triwulan I TA. 2004 .( DA
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2.01.03.51.4
tahun EIZ:IHI-#f yang ditandatangani oleh Drs Muh
Sabila selaku kepala Bagian keuangan ; |

1 (satu ) lembaran surat setoran pajak ( PPH ) 21 atas dana
kehormatan akhir masa bhakti Pimpinan dan anggota DPRD
Kab. Luwu periode 1999 -2004 sebesar Rp. 78.750.000,-
tanggal 30 Juni 2004 yang ditandatangani cleh Penyetor
Yunalis Y. Sisong ;

1 ( satu ) rangkap Eurai Keputusan Bupati Luwu nomor 71
tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Daerah TA. 2004, jumiah setinggi-tingginya yang
dibayarkan sebesar Rp. 1.000.00C.000 -,

1 ( satu ) rangkap Surat Keputusan Bupati Luwu No. 46
tahun 2004 tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA.
ibayarkan Rp.

2004 jumlah setinggi-tingginya  yang d

1.060.710.000,~
lembar daftar pengantar gurat permintaan
i Rp. 1.200.000.000,-

1 ( satu )

anggal 26 Mei 2004 senila
amrulla selaku Pemegang

pembayaran t

yang ditandatangani oleh Baderu

Kas ,

urat permintaan pembayaran tanggal 26

1 { satu ) lembar s
.Eﬂﬂ,ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂr yang

ditandatangani
Mei 2004 senilai RP- 1 k

mrullah selaku pemegand Kas,

oleh Baderu A
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1 ( satu ) lembar daftar perincian penggunaan anggaran
belanja tidak tersangka senilaj Rp. 1.200.000.000.- yang
ditandatangani oleh Baderu Amrullah selaku pemegang kas

- 1 ( satu ) rangkap Surat Keputusan Bupatl Luwu No.
11/1/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang penunjukkan
Kepala Keuangan selaku Ordonatur untuk menerbitkan SPM
atas pengguna Kas Kab. Luwu Anggaran 2004: Tetap
terlampir dalam berkas perkara,

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa lll sebesar Rp.

10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
Berdasarkan Putusan Pengaditan Negeri Makassar tersebut di

atas, maka tampak tidak diterapkannya prinsip kebenaran materil oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, karena sebelumnya baik

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengakul bahwa

perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa |l yang di vonis

perbuatan berlanjut yang dilakuk
4 disatukan dalam satu berkas,

: an oleh para
bersalah adalah sebagai

lerdakwa yang berkas perkarany
n secara bersama-sama.

sehingga persidangannya Juga dilakuka
yang dilakukan secar

akwa memiliki peran dan tugas

a bersama-sama
Pelaksanaan persidangan

tersebut, karena dipandang pard terd

wujudkan terjadinya tindak pidana korupsi
e

Masing-masing dalam m

tersebut,
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Peran masing-masing Terd
akwa sesuai de
ngan pertimbangan

putusan hakim dalam perkara tersebut adalah, di mana T
' erdakwa |

dgen Terdakwa Il mengeluarkan disposisi kepada Terdakwa Il
untuk

mempertimbangkan pencairan dana bantuan kepada pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Luwu sebesar masing-masing Rp.
27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
dengan perincian : Dana Asisten: Rp. 5.000.000,.- (lima juta rupiah),
dana Kehormatan Rp. 12.750.000, (dua belas juta tujuh ratus lima
pulsh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH 15 % , dan dana
Perumahan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Peranan Terdakwa | dalam pencairan dana tersebut

sebenarnya bukan hanya memberikan disposisi kepada Terdakwa |l

dan kemudian Terdakwa Il melanjutkan kepada Terdakwa Il untuk

mempertimbangkan pencairan dana tersebut, tetapi juga Terdakwa |

mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati sebagai payung hukum
Pencairan dana tersebut, masing-masing sebagai berikut.
1. Surat Keputusan Bupati No. 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004

rian bantuan biaya pembanasan Asistensi

tentang pembe
Kabupaten Luwu

RD
kepada Pimpinan dan anggota DP
- tus tujuh
sebanyak 35 orang cebesar RP- 475.000.000,- {sera i
luh lima juta rupiah);
A | 18 Mei 2004

0. 155”!2ﬂﬂ4 tangga

2. Surat Keputusan Bupat N r
p n akhir masa bhakti K

dana KEhﬂl’n‘lﬂlﬂ

epada

tentang pemberian
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Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35
orang sebesar Rp. 525,000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta
rupiah);

3, Surat Keputusan Bupati No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004
tentang pemberian bantuan biaya Perumahan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35 orang
sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Walaupun kemudian Terdakwa | mengeluarkan  Surat

Keputusan Bupati perihal pembatalan atas ke - 3 Surat Keputusan
Bupati No. 184/V/2004, No. 185///2004 dan No. 186/V/2004 tanggal
18 Mei 2004, yang masing-masing dengan Surat Keputusan Bupatl

Nomor 211/V11/2005, Surat Keputusan Bupati Nomor: 2121112005

dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 213/VI/2005, serta Surat

Keputusan Bupati Nomor: 243/Vil/2005 tertanggal 21 Jul 2005, tetapi

ketiga Surat Keputusan Bupati mengenai pembatalan tersebut

dikeluarkan setelah dana tersebut sudah dicairkan dan sudah diterima

pimpinan DPRD Kabupate

tersebut melalui

uwi, Artinya Terdakwa
oleh anggota dan n L
gurat Perintah

Il melakukan pencairan dana

00131 Tanggal 6 Mei 2004, sehingga

Membayar (SPM) Nomor

t tidak masuk akal, apabila Terdakwa |l

menurut penulis sanga R
] i im
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi,

perbuatan Terdakwa
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keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Terdakwa |, sed
| , sedangka
Terdakwa | dinyatakan bebas. n

Alasan  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Makassar

membebaskan Terdakwa | didasarkan pada pertimbangan bahwa,
Terdakwa | telah mengelurkan Surat Keputusan Bupati tentang
pembatalan ke tiga surat keputusan yang dibuat sebelumnya,
sehingga unsur menyalahgunakan kewenangannya sesuai dengan
unsur pada dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Makassar tidak terbukti dilakukan gleh Terdakwa 1 dan
Terdakwa Il, padahal menurul sural keputusan mengenai pembatalan
surat keputusan sebelumnya dikeluarkan setelah dilakukannya

pencairan dana tersebut. Perbuatan para Terdakwa yang melakukan

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan,

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagal

aitu secara melawan hukum melakukan

satu perbuatan berlanjut, ¥

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
gara atau perekonomian

korporasi yang dapat nerugikan keuangan ne

negara, sehingga menurut penulis ketiga-tiganya harus dinyatakan
' jut.
bersalah melakukan seranghkaian perbuatar berlanju

rsebut di atas sejalan dengan pandangan

Pandangan penulis te

H, MH melalui keterangan ahlinya di

rat Keputusan Pem

g tindak pidana yangd dilakukan Para

Prof. DR. Amiruddin umar, S

depan sidang pengadiian. pahwa St

mengakhiri atau menghapt
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Keputusan Bupali yang dikeluarkan oleh Terdakwa |, sedangk
L an

Terdakwa | dinyatakan bebas,

Alasan Majelis Hakim Pengadilan  Negeri Makassar

membebaskan Terdakwa | didasarkan pada pertimbangan bahwa,
Terdakwa | telah mengelurkan Surat Keputusan Bupati tentang
Pembatalan ke tiga surat keputusan yang dibuat sebelumnya,
sehingga unsur menyalahgunakan kewenangannya sesuai dengan
unsur pada dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Makassar tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa | dan
Terdakwa |l, padahal menurut surat keputusan mengenai pembalalan

surat keputusan sebelumnya dikeluarkan setelah dilakukannya
pencairan dana tersebut. Perbuatan para Terdakwa yang melakukan
beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan,

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang jain atau suatu

kDTPUiEEi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

panuli".i ketiga
atan berlanjut.

negara, sehingga menurut tiganya harus dinyatakan
bersalah melakukan serangkaian perou
s tersebut di atas sejala
sH. MH melalui keterangan ahlinya di

i n dengan pandangan
Pandangan penuli

Prof. DR. Amiruddin Umar,

hahwa Surat Keputusan Pembataian tidak
a

depan sidang pengadilan,

tindak pidana yang dilakukan Para
apus

mengakhiri atau mengh
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Terdakwa karena perbuatan tersebuyt telah selesa dilakukan o
n dengan

iglah terjadinya pencairan dana dan telah diserahkan kepad
ada para

Anggeta DPRD Kabupaten Luwu dan Pengembalian dana bantua

n

oeh para Anggota DPRD Kabupaten Luwy kepada Pemerintah
r

Daerah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 971.250.000.- (sembilan ratus
tjuh puluh satu juta dua ratus lima puluh riby rupiah) tidak
menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa
(Pasal 4 UU No. 31 tahun 1998 Jo UU No. 20 Tahun 2001).

Hal tersebut di atas, lain halnya dengan pandangan Indra

Cahya, S H. M.H salah seorang anggola Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 860/PID.B/2008/PN.MKS
(wawancara Tanggal 17 Juli 2009) bahwa, tindakan Terdakwa | dan
Terdakwa 1| yang memerintahkan melalui disposisi kepada Terdakwa
Il untuk dipertimbangkan pencairan dana kehormatan, biaya

Perumahan, dan biaya pembahasan/asistensi Raperda kepada

pimpinan/anggota DPRD Kabupaten Luwu, sehingga senarisnya

Tﬁma Il dengan kewenangan yang ada padanya menolak
kwa [l tersebut, karena pemakaian

disposisi dari Terdakwa | dan Terda
pada Terdakwa Il serta

anggaran dana tak tersangka tersebut berada

am APBD untuk biaya tersebut,

idak ada dana tersedia da!
n Dachian selaku Kasubag

Sebagaimana disampaikan oleh AWl
erah Kabupaten

Luwu. Lebih lanjut Indra

Keua i Da
ngan Pemerintah egeri Makassar

Cahya, §.H_M H, Anggota Majelis I
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dalam Putusan Nomor: EﬁGIFID,BEﬂDEIPN,MHE. menegaskan bahwa
Terdakwa | dan Terdakwa || sudah menyatakan g
| _ gar dana tak
tersangka tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa i untuk membiayai
dana kehormatan, biaya perumahan, dan biaya pembahasan/asistensi
Raperda kepada pimpinanfanggota DPRD Kabupaten Luwu, karena
bukan peruntukannya, sehingga Terdakwa | dan Terdakwa |l tidak
dapat dikatakan telah melakukan penyimpangan atas tugas dan
kewenangannya, karena disposisi yang dikeluarkan oleh Terdakwa |
dan Terdakwa |l atas perintah Terdakwa 111,
Berdasarkan hasil wawancara tersebul di atas, maka menurut
penulis pandangan Anggota Majelis Hakim tersebut sangat tidak dapat
diterima, karena sangat tidak mungkin seorang Bupati dan Sekretaris

Daerah diperintah oleh seorang Pelaksanan Tugas Bagian Keuangan

untuk mengeluarkan disposisi pencairan anggaran dan Surat

Keputusan Bupati sebagai payung hukum pencairan dana tersebut.

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka tampak

lerfiadinya penerapan prinsip kebenaran materil yang dilakukan secara
tidak optimal oleh hakim dalam memutuskankan perkara tersebut
Negeri Makassar Nomor

Yaitu  Putusan Pengadilan
s Hakim hanya memutuskan

960/PID.B/2008/PN.MKS, karena Majel

ia
Terdakwa 1| selaku Pelaksanan Tugas Bag
alah melanggar ketentua

hun 1998 sebagaimana di

n Keuangan Pemerintah

n Pasal 3 Jo.
Daerah Kabupaten luwu DErs
a, b UU 31 T2

ubah

Pasal 18 (1) huruf
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SR

ng Pemberantasan T P S

i ik Disai Gl ndak Pidana’ i J =
orups asa 1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 (1 } HuH;L by 52 /

sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negerl Makassar, padahal tindakan Terdalkwa ||| tersebut melakukan
pencairan dana tak tersangka yang peruntukannya untuk bencana
alam, bencana sosial dan pengéluaran tak tersangka lainnya untuk
dana kehormatan masa bhakti, dana biaya perumahan dan bantuan
biaya pembahasan Raperda kepada 35 anggota/pimpinan DPRD
Kabupaten Luwu periode 1999-2004. Dilakukan atas dasar Surat
Keputusan Bupati Kabupaten Luwu selaku Terdakwa | No.
184/V/2004, No. 185/V/2004 dan No. 1B8MV/2004 tanggal 18 Mei
2004, yang ditandatangani oleh Bupati selaku Terdakwa | dan

Sekretaris Daerah selaku Terdakwa II, Artinya tindakan Terdakwa Il

tersebut didasarkan atas pariﬁtah Terdakwa | dan Terdakwa II, tetapi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan

putusannya tidak sama sekali menyinggung ketiga Surat Keputusan

Bupati selaku Terdakwa | tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan

dalam pertimbangan
tidak memenuhi unsur

oot putusannya bahwa
Negeri Makassar menilai

lindakan/perbuatan Terdakwa | dan Terdakwa Il
ng ada padanya, sehingga unsur

Penyalahgunaan kewenangan ¥3 |
huruf 2, b UU No. 31/1889 sebagaimana
uruf 8,

Pasal 118 (1)
3 Jo. Pasa ( B o

n

Pidana Koru psi.
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Berdasarkan uraian penuljs tersebut di atas maka menurut
; ru

penulis bahwa, tampak adanya kekeliryan yang nyata dilakukan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sehingga putusannya

tidak menerapkan prinsip kebenaran materil secara optimal, oleh

karena itu diharapkan adanya eksaminasi terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerapan prinsip
kebenaran materil dalam penanganan tindak pidana korupsi, memang
merupakan tujuan yang harus dicapai, mengingat perkara tindak
pidana korupsi adalah kejahatan vyang sangat meresahkan
masyarakat, karena menyangkut keuangan atau perekonomian
negara, yang menjadi tanggungjawab kita bersama dalam
menyelamatkan atau menjaga keuangan negara, dari segala tindakan

yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kebenaran materil merupakan tujuan penegakan hukum

pidana, karena dalam penegakan hukum pidana, yang diharapkan

adalah terungkapnya suatu peristiwa hukum yang dengan peristiwa
hukum tersebut, dapat diuangkap siapa yangd bertanggungjawab
lerhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga pengakuan_ terda::lr:
Sebagaimana yang digunakan dalam penegakan hukun? pa:!an:a .
Sebelum berlakunya KUHAP, dijadikan sebagai alat bukti yang )

akuan dari terdakwa, maka hakim

Kuat g danya peng ;
TEk imona felelal SEA00S v melakukan tindak pidana,

k
Sudah dapat mempemal&hkﬂ" teroa
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dengan semala-mata berdasarkan paga Pengakuan belaka, Oleh
d, e

karena itu dengan berlakunya KUHAP Pengakuan tidak lagi menjadi

alat buktl yang kuat dan mengikat hakim dalam menentukan bersalah

idaknya terdakwa di depan sidang pengadilan,

Y

Sekarang dengan berlakunya KUHAP, maka yang diakui
sebagai alat bukti bukan lagi pengakuan, tetapi keterangan terdakwa.
Keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan dan penyangkalan
terhadap tuduhan yang didakwakan cleh Jaksa Penuntut Umum di
depan sidang pengadilan, Sudah menjadi hak seorang terdakwa di
depan sidang pengadilan untuk menyangkal seluruh dakwaan yang
disjukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitu juga dengan pengakuan

semata tidak bisa dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan

bersalah tidaknya seorang terdakwa tetapi harus ditunjang oleh alat

bukti yang lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184

ayat (1) KUHAP, yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP,

i dakwa
¥ang menegaskan bahwa hakim tidak holeh menyalahkan terda

kurang-kurangnya dua alat
Adanya penegasar tersebut

bukti yang
kecuali didukung oleh se

ditambah dengan keyakinan hakirm.

dalam penanganan perkara pidana, hakim

mengindikasikan bahwa

untuk msmhenaﬂcaﬂ atau

barus  betulbetul  berhati-nat

Mempersalahkan terdakwa. i
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Kh .
usus dalam Penanganan perkara tindak pidana Korupsi di

pengadilan  Negeri  Makassar,  khususnya dalam  put
usan

No.960/P1D.B/2008/PN.MKS memunculkan persepsi atau penilaian

neyatif dari banyak kalangan, mengingat banyaknya kasus-kasus

korupsi yang divonis bebas oleh hakim pengadilan negeri makassar

8, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penera '
_ pan Prinsip Kebena
Materiil Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Hrgmpﬁi dall:;
:ulusan Nomor 960/PID.B/200B/PN.MKS di Pengadilan Negeri
akassar

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penerapan prinsip

kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana
khususnya perkara korupsi belum diterapkan dengan optimal

sebagaimana dalam putusan No.860/PID.B/2008/PN.MKS. Sehingga

banyak kalangan terutama masyarakat yang mengajukan protes keras

antara lain melalui aksi-aksi demonstrasi, karena putusan hakim

terhadap perkara-perkara korupsi dipandang sangat kontroversial,

Yang ditandai dengan kasus korupsl yangd divonis bebas oleh Hakim

ivoni lah
Pengadilan Negeri Makassar, ataupun kalau divonis bersa

cenderung putusannya relatif ringan.

rsebut di atas, maka dalam kajian dan

skan kajian pada faktor
kebenaran materil belum

Berdasarkan hal te
yand

analisis ini penulis akan memfoku

insi
Mempengaruhi sehingga penerapan prinsip | o
i Pengadilan Negen Makassar.

dilaksanakan secara optimal d
i perikut:
Yang penulis maksudkan adalah, sebagal
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[ {. Faktor Ekonomi

Faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan  Negeri
Makassar, sehingga tidak dapat secara optimal dalam menerapkan
prinsip kebenaran materil dg!am Penanganan perkara tindak pidana
korups! adalah faktor ekonomi, mengingat hampir semua terdakwa
kasus-kasus korupsi adalah mereka yang secara finansial mermiliki
kemampuan ekonomi yang cukup memadai antara lain dapat
menyewa pengacara yang handal, maupun lobi-lobi perkara kepada
majelis hakim dalam putusannya, sehingga dapat saja mempengaruhi
hakim dalam pengambilan keputusan. Padahal hakim dalam setiap
menangani perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi

diharapkan dapat melihat dan menilai perkara tersebut secara objekiif,

karena tugas dan tanggungjawab hakim yang begitu berat.

Objektivitas hakim dalam menangani perkara, Khususnya

Perkara tindak pidana korupsi sangat dituntut karena perkara tindak

Pidana korupsi tersebut sangat menyita perhatian banyak kalangan,

sehingga hakim
tersebut, agar betul-betul

lam setiap
%fa_sudah sangat meresahkan, dalam

Menangani perkara tindak pidana korupsi
m hal melihat

Mefhat kasus tersebut secara objekil terutama dala ‘
ngadilan gecara objektif,

an melakukan tindak

alat bukti yang

kesalahan terdakwa di depan sidang pe
%akah betu.bety| terdakwa dapat dipersaiank

rapa
Hdﬂl‘la kﬂrupai, yang tentunya didukungd pleh beberap
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Ku
HAP dan
pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubaha
dinan

atas Undang-Undang Momor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantas
an

Tindak Pidana Korupsi.

Faktor ekonomi memang merupakan persoalan yang banyak
disinyalir oleh beberapa kalangan yang mempengaruhi objektivitas

hakim dalam penjatuhan putusan,

1]

Faktor ekonomi tersebut juga mempengaruhi hakim Pengadilan
Negeri Makassar dalam penjatuhan putusannya, hal tersebut sesuai
dengan Hasil wawancara dengan Aripuddin Mane (Koordinator SCW)
tanggal 21 Juni 2000, bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi

hakim dalam penjatuhan putusannya terutama fterhadap perkara-

perkara tindak pidana korupsi, mengingat pelaku tindak pidana korupsi

melibatkan orang-orang yang secara finansial cukup, sehingga dapat

hakim dalam penjatuhan putu

m mafia peradilan sekarang ini

saja berupaya rnempengaruhl e

karena dalam praktek panegakﬂn huku
ukum di Indonesia

Sudah sangat meresahkan proses penegakan h

juga terjadi di Pengadilan Neger

Pada umumnya, dan hal tersebut
saja banyak perkara tindak

Makassar, mengingat tahun 2008 yang 1ald

Pidana korupsi yang divenis bebas.
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Berdasa i
rkan hasil wawancara tersebut di atas, walaupun tidak
v n loa
socara tegas bahwa di Pengadilan MNegeri Makassar dal
alam
penanganan perkara tindak pidana korupsi selalu di pengaruhl oleh
0

faktor ekonomi, terutama dalam hal penjatuhan putusan hakim, tetapi
' I

paling tidak prakiek suap dalam penegakan hukum terutama di
pengadilan negeri makassar merupakan hal yang sangat meresahkan
sehingga perlu adanya pengawasan di kalangan masyarakat dan
institusi pengadilan sendiri untuk dapat mengontrol praktek suap

menyuap tersebut,

Keresahan masyarakat kota Makassar terhadap hakim dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang

sangat wajar, karena sampal saat ini kalay penulis ingin

memperbandingkan kasus korupsi yang ditangani oleh hakim

pengadilan di lingkungan pengadilan urnum dengan perkara korupsi

yang ditangani oleh peradilan iindak pidana korupsi, tampak

perbedaan adanya perbedaan yang sangat signifikan, karena kasus

korupsi yang ditangani oleh hakim pengadilan umum banyak yang di

n kasus korupsi yang ditangani oleh hakim

helum ada satu pun

vonis bebas, sedangka

peradilan tindak pidana korupsi sampal saat Ini

nurut penulis hal tersebut

kasus yang divonis bebas. Walaupun mMe

bukan semata-mata faktor hakim yand berperarn dalam penjatuhan

arkara pidana peran pembuktian

putusan tersebut, karena dalam P
\ Umum, sehingga peran

tersebut berada di tangan Jaksa penuntu
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hakim tidak terlalu dominan dalam pembuktian, tetapi dalam perkara

pidana hakim juga harus berperan aktif dalam proses pemeriksaan

e}

perkara.

2. Faktor Politik/Kekuasaan

Selain faktor ekonomi yang mempengaruhi hakim dalam
penerapan prinsip kebenaran materil sebagai tujuan utama yang harus
diwujudkan dalam penanganan perkara tindak pidana pada umumnya,

ferutama juga dalam perkara tindak pidana korupsi, maka faktor lain

yang takkala pentingnya mempengaruhi hakim adalah faktor
kekuasaan atau politik, mengingat pelaku atau terdakwa dalam kasus-

kasus korupsi banyak melibatkan seseorang yang berkuasa atau

mantan penguasa, sehingga sacara politis memiliki pengaruh yang

cukup kuat sehigga dapat saja mempengaruhi hakim dalam setiap

pengambilan keputusan.

Pandangan penulis tersebut di atas dibantah oleh Syamsuddin

' ra
Umar (salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar), wawanca

' | nya
Tanggal 20 Juni 2008 bahwa hakim 4alam penjatuhan putusanny

jeki im dalam
selalu didasarkan pada pertimbangan objektif, karena hakim

ya bertangg ungjawab terh
yakni "Demi

adap tuhan,

melaksanakan tugas dan fungsin
iktum putusan,

g ditegaskan dalam d
Esa”. Dengan adanya

sebagaimana yan

ha
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Ma

penegasan tersebut, maka bagi I



maksudnya maka tentunya hakim tidak dapat dipengaruhi oleh sesuaty
: sua

apapun termasuk pengaruh kekuasaan.

Independensi hakim dalam penjatuhan putusan tetap harus
dijaga, karena hakim selain bertanggungjawab kepada negara,
masyarakat dan tuhan yang imaha esa, maka hakim tidak boleh
dipengaruhi oleh kekuasaan atau politik, walaupun hakim menangani
perkara-perkara yang melibatkan orang-orang yang berkuasa atau
mantan penguasa. Tetapi pandangan tersebut di atas, tidak selamanya
berjalun sesuai dengan apa yang diharapkan, karona sesuai dengan
pandangan Jusman (koordinator LP SIBUK) wawancara tanggal 18

Juni 2009 bahwa hakim dalam penanganan perkara memang tidak
dipengaruhi secara langsung cleh pejabat atau mantan pejabat, tetapi

hakim dalam setiap penanganan perkara tindak pidana, khustsnya

perkara tindak pidana yang menyita perhatian publik, seperti korupsi,

sebelum hakim menjatuhkan putusan, atau pada saat dilakukan

rapatimusyawarah majelis hakim selalu dilakukan musyawarah di

ang kerja ketua pengadilan, jadi ketua pengadilan yang
i ih lanjut

mengintervensi majelis hakim dalam penjatuhan putusan. Lebih lanj

ntervensi

Jusman menegaskan bahwa, majelis hakim memang tidak dii
' ii i adalah ketua
Secara langsung oleh pejabat, tetapi yand diintervensi :

i majelis hakim
Pengadilan, nanti ketua pengadilan yang mengintervensi maj

dalam penjatuhan putusan.
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Berdasarkan hal tersebut dj atas, maka menuryt penulis bahwa

kewenangan penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana
sepenuhnya adalah tanggungjawab maijelis hakim yang menangani
perkara tersebut, bukan tugas dan kewenangan ketua pengadilan,
karena ketua pengadilan tidak boleh mengintervensi kewenangan
majelis hakim dalam penjatuhan putusan mengingat ketua pengadilan
adalah jabatan struktural di lingkungan pengadilan yang hanya
bertanggungjawab secara administratif terhadap perkara yang

ditangani di wilayah hukumnya.

Besarnya pengaruh kekuasaan terhadap penjatuhan putusan
hakim merupakan persoalan yang dihadapi oleh lembaga peradilan di
Indonesia pada saat sekarang ini, karena independensi hakim sudah
sangat diragukan oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat mulai

meragukan independensi hakim dalam menangani perkara-perkara

tindak pidana korupsi,
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BAB V
PENUTUP
A, Kesimpulan )
Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka
adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
960/PI1D.B/2008/PN.MKS belum menerapkan prinsip kebenaran
materiil secara optimal, disebabkan bahwa putusan pengadilan
tersebut baik Terdakwa | dan Terdakwa || serta Terdakwa Il
secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan
cara melakukan pencairan dana tak fersangka yang
peruntukannya untuk bencana alam, bencana social dan biaya

tak tersangka/terduga lainnya kepada sebanyak 35 pimpinan dan

anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1599-2004, namun

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya memvonis

i rdakwa
Terdakwa Ill dengan vonis 1 tahun penjara, sedangkan Te

i kwa Il
| dan Terdakwa Il di vonis bebas, padahal tindakan Terda

keputusan
melakukan pencairan dana tersebut herdasarkan surat kep

i kwa Il.
Terdakwa | yang ditandatangani juga oleh Terda

penerapan prinsip keben
pidana, khususnya tindak
D.E.!EEEJEIF‘N‘MI{S

aran materil
2. Faktor yang mempengaruhi

dalam penanganan perkara tindak

/Pl
pidana korupsi, dalam Putusan Nomor 926
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di Pengadilan Negeri Makassar sehingga tidak teriak
sana

dengan balk adalah faktor ekonomi dan Politik/kekuasaan

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun saran

penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan dalam KUHAP mengenai pengertian
prinsip kebenaran materil, agar fidak ditafsirkan berbeda di
kalangan para hakim, mengingat prinsip kebenaran materil adalah
lujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum pidana.

2. Agar hakim dalam pulusannya mencerminkan prinsip kebenaran
materil, maka hakim atau majelis hakim dalam penjatubhan
pulusan lidak boleh diintervensi baik dari factor ekonomi maupun
poliik/kekuasaan dalam penjatuhan putusan hakim, karena

putusan hakim adalah kewenangan sepenuhnya majelis hakim

yang menangani perkara tersebut.
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di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tidak tery ks
aksana

dengan baik adalah faktor ekonomi dan politik/kekuasaan

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut dj atas, maka adapun saran
penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan dalam KUHAP mengenai pengertian
prinsip kebenaran materil, agar tidak ditafsirkan berbeda d
kalangan para hakim, mengingat prinsip kebenaran materil adalah
tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum pidana.

2. Agar hakim dalam pulusannya mencerminkan prinsip kebenaran

materil, maka hakim atau majelis hakim dalam penjatuhan
pulusan lidak boleh diintervensi baik dari factor ekonomi maupun
politik/kekuasaan dalam penjatuhan putusan hakim, karena

putusan hakim adalah kewenangan sepenuhnya majefis hakim

yang menangani perkara tersebut.
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